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PENGANTAR EDISI 2

Bunga Rampai Pembangunan Kota dalam Abad 21, diterbitkan pada
akhir tahun 2005 oleh Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI. Buku 1
menyajikan konsep dan pendekatan pembangunan perkotaan di
Indonesia sedangkan Buku 2 menyajikan sejumlah pengalaman dae-
rah dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Dalam Buku 1
dibahas mengenai isu-isu dan tantangan dalam pembangunan kota,
faktor-faktor yang mempengaruhi, serta beberapa pendekatan dalam
pembangunan perkotaan - sektoral, terpadu dan berkelanjutan. Buku
2, mengemukakan pengalaman-pengalaman pelaksanaan pembangu-
nan perkotaan di Indonesia, dari kebijakan dan strategi dalam peman-
faatan ruang, pengalaman daerah dalam pembangunan perkotaan
sampai penelusuran proyek-proyek pembangunan kota dalam 3 dasa-
warsa terakhir.

Ternyata, kedua buku tersebut sangat diminati hingga timbul per-
mintaan untuk menerbitkannya kembali. Kami tentu sangat gembira,
namun ketika hendak menyiapkan penerbitan kembali buku Bunga
Rampai tersebut, ternyata telah banyak terjadi perubahan dan per-
kembangan dalam konsep serta pendekatan yang lebih mutakhir.
Sehingga diputuskan, tidak mencetak ulang secara keseluruhan
namun mencetak edisi yang telah direvisi.

Tema dan bab yang masih relevan, tetap dipertahankan seperti
mengenai faktor-faktor yang berpengaruh baik eksternal maupun
internal. Dimana dimungkinkan, tema tetap, tetapi data atau infor-
masi di update (mutakhirkan). Demikian juga tema pendekatan pem-
bangunan kota. Pendekatan sektoral masih dipertahankan namun ada
penajaman tentang sektor-sektor yang dibahas. Demikian juga pem-
bangunan kota berkelanjutan, tetap dipertahankan namun ada peru-
bahan dan penambahan seperti penambahan tentang partisipasi
masyarakat, pengendalian pembangunan fisik kota, pembahasan
tentang daya dukung lingkungan. Suatu tema baru yang ditambah-
kan adalah mengenai pembangunan kota baru: selain konsep juga
pembahasan dari visi sektor swasta. Dalam edisi revisi ini, tidak lagi
dicantumkan pengalaman daerah karena saat ini sudah banyak sekali
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best atau good practices di daerah - perlu diterbitkan buku tersendiri
mengenai hal tersebut.

Namun harapan kami, untuk sementara ini edisi revisi ini memadai.
Tentu dalam beberapa tahun kedepan, akan ada konsep atau
pendekatan-pendekatan baru, ada pengalaman-pengalaman daerah
yang bagus dan unik, yang perlu di rangkum dan sebarluaskan. Hal
ini tidak akan pernah berhenti, kami siap untuk merekam dalam
penerbitan-penerbitan berikutnya. Kami harapkan masukan-masukan
untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, April 2011

Tim Penyusun
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INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Telp: +6222 2500046, 2504625, e-mail : dekan@sappk.itb.ac.id

KATA SAMBUTAN

Jumlah total penduduk Indonesia menurut hasil Sensus 2010 menca-
pai angka 237,5 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk perkotaan
diperkirakan telah mencapai setengahnya, yang berarti paling sedikit
telah mencapai angka 118 juta jiwa. Hasil Sensus 2000 memperlihat-
kan bahwa jumlah penduduk perkotaan mencapai 85 juta jiwa, yang
merupakan 42 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun
tersebut. Hal ini berarti bahwa selama satu dasawarsa terakhir jumlah
penduduk perkotaan telah meningkat dengan angka 33 juta jiwa.
Dalam perbandingan kenaikan penduduk perkotaan di Indonesia
dalam dasawarsa 2000-2010 ini besarnya jauh melampaui jumlah total
penduduk Malaysia atau Australia pada tahun 2010 yang masing-
masing mencapai 28,9 juta dan 22,4 juta jiwa. Bahkan, kalau diban-
dingkan dengan jumlah total penduduk Singapura yaitu 5,1 juta jiwa
pada tahun 2010, maka kenaikan penduduk perkotaan di Indonesia
tersebut hampir mencapai 7 kali penduduk negara tersebut.

Apa implikasi jumlah penduduk perkotaan yang besar dan semakin
meningkat tersebut? Pertama-tama tentu saja ini berarti bahwa per-
mukiman perkotaan semakin meluas yang berimplikasi bahwa wila-
yah perkotaan semakin menuntut perhatian yang lebih serius lagi.
Hal ini berarti pula bahwa karakteristik serta transformasi perkotaan
perlu difahami dengan lebih mendalam, untuk mengantisipasi per-
kembangan dan perencanaan pembangunan kota-kota di Indonesia
dimasa yang akan datang.

Permasalahan perkotaan bukan saja harus difahami secara fisik yang
dapat dikenali sehari-hari, seperti kemacetan lalu-lintas, kawasan ku-
muh, dan kriminalitas, namun perlu difahami dalam konteks sosial-
ekonomi, politik, dan geografis/fisik secara lebih luas, baik pada
skala global, regional (wilayah), maupun lokal. Wilayah perkotaan
memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sosial ekonomi nasional,
dimana lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto Nasional
dihasilkan dari wilayah tersebut, sementara kota-kota sebagai pusat
kegiatan sosial-ekonomi, politik dan budaya mempunyai pengaruh



yang besar bagi kemajuan (development) nasional. Singkat kata, wila-
yah perkotaan seyogyanya tidak difahami secara sempit dan terisola-
si, sebagai suatu lingkungan fisik semata, namun beinteraksi dengan
sistem sosial-ekonomi, politik dan geografis secara luas.

Ada beberapa issue (masalah) dalam pembangunan perkotaan pada
saat ini muncul kedepan, baik itu isu global (eksternal) maupun
lokal, dimana satu dengan lainnya beinteraksi dengan sangat intensif.
Pertama, dinamika perekonomian global sangat mempengaruhi per-
kembangan kota-kota besar. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya,
Medan dan lainnya sebenarnya sudah terintegrasi kedalam sistem
perkotaan global yang beorientasi pada kota-kota global di Asia, se-
perti Tokyo dan Singapura, bahkan di dunia, seperti New York dan
London, yang tumbuh-kembangnya digerakan oleh ‘global capital’.
Mengikuti istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Immanuel
Wallerstein, yaitu ‘World Capitalist System’ dan Frobel tentang ‘New
International Division of Labor’, yang membagi dunia itu menjadi tiga
klasifikasi besar, yaitu Pusat (Center), Semi-Peripheri, dan Peripheri.
Kota-kota pun terbagi dalam kategori tersebut, ada yang berperan
menjadi center, semi-peripheri, dan peripheri. Pembagian ini menjadi
lebih tegas lagi seiring dengan dinamika kemajuan dalam teknologi
informasi dan transportasi, yang menyebabkan batas-batas geografis
tidak lagi merupakan barier untuk aliran manusia, barang, modal dan
informasi. Disamping itu teknologi produksi industri yang memung-
kinkan pemecahan komponen produksi suatu produk industri, sebut
saja alas kaki, komputer sampai ke automotif pada berbagai lokasi
(tempat) yang berbeda, untuk kemudian dirakit di suatu tempat
tertentu telah menjadikan pembagian kerja (division of labor) industri
secara internasional semakin nyata, dan sangat efisien.

Kota-kota di sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia,
hanya memainkan peran pinggiran (peripheri) dalam sistem per-
ekonomian global, dan berfungsi melayani sistem ekonomi global
yang kapitalistik. Perbedaan kota-kota yang berada pada center dan
peripheri terletak pada, produktifitas serta tingkat competitiveness-nya
(daya saing), yang merupakan fungsi ketersediaan infrastruktur serta
fasilitas dan amenitas yang ada di kota-kota tersebut serta tentu saja
pada tingkat ‘kenyaman’ kota-kota tersebut untuk dihuni. Kota-kota
yang berada pada ranah peripheri sesungguhnya dapat meningkat
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statusnya menjadi kota di kategori semi-peripheri bila dapat mening-
katkan daya saing tersebut. Namun demikian menjadi kritik banyak
pakar perkotaan, bahwa kota-kota besar di Negara sedang berkem-
bang hanya melayani sistem kapitalisistik global, seolah-olah serabut
akarnya dari sistem perkotaan nasional atau dengan wilayah sekitar-
nya, karena keterkaitan (linkages) dengan wilayah belakangnya
(hinterland) sangat lemah.

Kedua, perubahan iklim akan mempunyai dampak yang signifikan
pada perkembangan kota. Dampak yang diduga sudah terjadi pada
saat ini adalah banjir karena curah hujan yang tidak normal, serta
banjir dari laut (rob) yang terjadi dengan frekuensi yang lebih sering
seperti dialami olah kota-kota di Pantura (Pantai Utara) Pulau Jawa.
Kawasan kota yang paling rawan adalah kawasan pantai dengan
ketinggian kurang dari 10 meter dibawah permukaan laut (Low
Elevation Coastal Zone - LECZ), dan tentu saja kawasan yang berada
dibawah permukaan laut, seperti beberapa lokasi di Kota Jakarta
misalnya. Kawasan itu sangat rentan karena merupakan permukiman
masyarakat miskin, yang umumnya tidak memiliki pilihan lain untuk
berhuni. Dampak ini pada gilirannya dapat menimbulkan kerusakan
yang parah pada prasarana, permukinman, dan tentu saja dampak
negatif pada kegiatan perekonomian kota dan nasional. Untuk itu
sangat diperlukan upaya mitigasi, yaitu penanggulangan secara fisik
atas dampak tersebut, dan upaya adaptasi. Pada dewasa ini keba-
nyakan aparat pemerintah kota dan kabupaten masih kurang mema-
hami dampak perubahan iklim pada kondisi sosial-ekonomi maupun
fisiografis perkotaan baik dalam jangka pendek maupun jangka pan-
jang. Jelas bahwa pembangunan kota, termasuk perencanaan, pe-
ngembangan, dan pengelolaan tata ruang harus segera menjadikan
hal tersebut sebagai masukan, karena seperti yang dikemukakan oleh
Prof. Roland Fuchs dari East-West Center, Hawaii bahwa ‘The risks
posed by climate change and sea level rise will continue to grow into the next
century, even if dramatic reduction in green houses gas emissions is
achieved' .

Ketiga, pada konteks yang lebih luas, sebenarnya tantangan yang
dihadapi dalam pengembangan kota adalah keberlanjutan (sustainable
development). Berbagai masalah lingkungan menghinggapi kota-kota
besar maupun menengah, bahkan kota-kota kecil, yang meliputi

vii



antara lain kurang efektif dan efisiennya pedayagunaan sumberdaya
air, konversi penggunaan tanah yang terjadi secara besar-besaran dan
tidak terkontrol, amblesan (land subsidence) yang terjadi karena kons-
truksi bangunan-bangunan berat serta penyedotan air bawah tanah
secara besar-besaran untuk kebutuhan industri maupun kegiatan eko-
nomi lainnya, limbah padat dan limbah cair yang sudah diluar
kemampuan pengelolaan kebanyakan pemerintah kota dan kabupa-
ten, RTH (ruang terbuka hijau) yang masih jauh dari kebutuhan yang
ditetapkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang. Termasuk juga
didalamnya pembangunan waterfront city pada kota-kota besar seperti
Jakarta dan Surabaya yang kurang memperhatikan dampak ling-
kungannya secara detil. Pola perkembangan pita (sprawl) wilayah per-
kotaan juga merupakan suatu hal yang berdampak luas pada masalah
lingkungan, khususnya kemacetan lalu lintas sepanjang arteri utama
serta perjalanan kendaraan yang lebih lama, yang tentu saja meng-
hasilkan emisi gas buang yang lebih besar. Menjadi pertanyaan besar,
sejauh mana daya dukung lingkungan kota-kota tersebut dalam
menghadapi perkembangan penduduk dan berbagai kegiatan sosial-
ekonomi didalamnya.

Keempat, dari perspektif nasional, perkembangan kota-kota di
Indonesia pada saat ini juga mencerminkan suatu disparitas wilayah
(regional disparities). Urbanisasi dan perkembangan kegiatan ekonomi
perkotaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada kota-kota
besar (million plus cities) saja, khususnya Jabodetabek, Gerbangkerta-
susila, Bandung Raya, yang notabene berlokasi di Pulau Jawa.
Perkembangan kotakota besar di luar Jawa tidak sepesat kota-kota di
Jawa, dengan perkecualian Medan, Palembang, Makasar dan
Manado. Disparitas perkembangan kota besar dan kota kecil juga
tampak nyata, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini tidak mengherankan
karena infrastuktur dan fasilitas untuk berkembangnya kegiatan eko-
nomi dan bisnis sangat terpusat di kota-kota besar. Isu perkembangan
kota secara nasional juga sangat terkait erat dengan kemiskinan di
perkotaan (urban poverty), hubungan desa-kota, termasuk migrasi
desa-kota (rural-urban migration), dan ‘sektor informal’.

Masalah ini telah disadari sejak lama, bahkan kebijakan pembangun-

an kota secara eksplisit, seperti misal dituangkan dalam ‘National
Urban Development Strategy’ (NUDS) atau Rencana Tata Ruang

viii



Wilayah Nasional (RTRWN) telah dirumuskan, namun dalam kenya-
taannya hal ini tidak efektif, karena tidak dijabarkan secara sistematis
kedalam kebijakan yang lebih rinci dan tidak menjadi acuan bagi
pembangunan sektoral, baik pada skala nasional maupun pada skala
daerah. Dalam kenyataannya, bahkan berbagai kebijakan implisit -
yaitu kebijakan sektoral yang tidak mempunyai maksud menginter-
vensi perkembangan kota tapi dalam kenyataannya sangat mempe-
ngaruhi perkembangan kota - bekerja dengan sangat efektif, seperti
misalnya kebijakan paket-paket deregulasi yang digulirkan pada per-
tengahan tahun 1990an. Kebijakan implisit sangat mendorong tum-
buhnya kota-kota besar karena unsur “urbanization economies’ artinya
kota-kota besar mempunyai peluang menangkap kesempatan ini,
karena berbagai keuntungan ekonomis yang dimilikinya. Begitu pula
kebijakan-kebijakan implisit pada umumnya bersifat “urban bias’,
sehingga cenderung memperlebar disparitas dalam perkembangan
kota. Kondisi ini pada gilirannya telah mendorong wacana pem-
bangunan ekonomi lokal (local economic development) untuk kota-kota
menengah dan kecil.

Kelima, perkembangan kota secara lebih nyata diidentifikasikan
dengan masalah perumahan kumuh, sangat tidak memadainya keter-
sediaan prasana dan fasilitas perkotaan terutama bagi penduduk
miskin, kemacetan lalu lintas. Sementara itu, pembangunan permu-
kiman dan kota baru serta apartemen mewah yang eksklusif dan
pusat perbelanjaaan mewah (super mall) semakin mempertajam kon-
disi sosial ekonomi yang bersifat dualistik, yang pada gilirannya telah
mengakibatkan segmentasi ruang perkotaan. Masalah yang paling
menjadi sorotan pada tingkat lokal ini adalah kesenjangan antara
pembangunan kota dengan rencana tata ruang kota, untuk maksud-
maksud peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang tentu saja
berdampak buruk bagi perkembangan kota-kota dikemudian hari.

Keenam, era reformasi dan desentralisasi menuntut bahwa perenca-
naan, pemanfaatan dan pengendalian ruang perkotaan harus melibat-
kan para pemangku kepentingan (stakeholders) khususnya masyara-
kat dalam prosesnya, dengan menerapkan, prinsip efisiensi dan
efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas yang memang merupakan
prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal lain yang dituntut
adalah peningkatan kemampuan kapasitas lembaga pemerintah kota
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dalam menjawab dan memperjuangkan kepentingan bersama (kolek-
tif) masyarakat, khususnya untuk mendapat pelayanan publik serta
kesejahteraan yang lebih baik. Inilah yang menjadi tantangan kelem-
bagaan implementasi pembangunan kota ke depan.

Ketujuh, masalah fragmentasi ruang (spatial fragmentation) yang terja-
di karena euforia reformasi menambah kompleksnya situasi, dimana
banyak pemerintah kota dan kabupaten dihinggapi sindroma ‘egois-
me daerah’ dan bersifat ‘inward looking’, tidak melihat bahwa kota
atau kabupaten dimana mereka berada adalah bagian dari sistem kota
atau wilayah yang lebih luas, dan eksistensi mereka juga ditentukan
dalam interkasinya dengan sistem tersebut. Cara pandang yang sem-
pit seperti ini akan menjadi hambatan dalam penataan kota dan wila-
yah yang lebih utuh. Dewasa ini kebutuhan akan hadirnya kerjasama
antardaerah untuk tujuan pembangunan kota dan wilayah menjadi
sesuatu yang sangat penting, sementara pengalaman dalam hal ini
masih sangat terbatas. Demikian pula, saat ini dan kedepan sangat
dirasakan mendesak kehadirannya adalah ‘kepemimpinan’ (leader-
ship) daerah yang transformatif, memiliki visi yang luas dan mampu
menjabarkannya menjadi misi-misi pembangunan serta program
pembangunan kota dan wilayah secara lebih operasional dengan
orientasi pelayanan kepada publik yang lebih baik serta meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Memang telah ada bupati dan wali-
kota yang seperti ini, namun jumlahnya sangat terbatas. Sebenarnya
diharapkan ‘virus’ yang baik ini dapat segera menyebar ke pimpinan
di kota dan kabupaten lainnya.

Dalam konteks tantangan pembangunan kota yang dikemukakan
secara garis besar diatas, setidaknya dalam kurun dasawarsa 2010-
2020, buku ini mencoba untuk mengisinya secara lebih rinci dan
spesifik. Berbagai aspek yang terkait erat dengan perkembangan kota
dikaji dengan cukup mendalam oleh para penulisnya yang memang
memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi dalam bidangnya
masing-masing, yang meliputi telaah kritis atas kebijakan nasional
pembangunan kota, dampak globalisasi pada perkembangan per-
ekonomian dan sosial perkotaan, termasuk ekonomi lokal dan sektor
informal dan masyarakat miskin, hubungan antar kota (sistem per-
kotaan) dan hubungan antara desa dan kota, kondisi infrastruktur,
pembangunan kota baru, keberlajutan (sustainability) perkembangan



kota, serta secara spesifik bagaimana kondisi sosial-ekonomi dan po-
litik kota-kota di Indonesia di era desentralisasi dan otonomi daerah.

Masih sangat sedikit buku yang membahas masalah perkotaan di
Indonesia selengkap (komprehensif) ini, dan juga keterkaitan antara
satu aspek dan aspek lainnya, seperti dikemukakan dalam bagian
penutup buku ini. Kehadiran buku ini sangat memperkaya pema-
haman serta pengetahuan mengenai pembangunan kota dan wilayah
khususnya di Indonesia, dan tentu saja dapat digunakan sebagai
referensi yang sangat penting bagi praktisi pembangunan kota, dosen
dan para peneliti serta ilmuwan pada bidang-bidang yang berurusan
dengan masalah perkotaan, para mahasiswa, dan juga masyarakat luas.

Bandung, Maret 2011
Tommy Firman

Guru Besar pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan, ITB
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PENGANTAR BAB 1

Bab ini membicarakan tentang pengertian, permasalahan dan
kebijakan-kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia. Diawali
dengan tulisan Joessair Lubis yang menggambarkan isu-isu, dampak
serta permasalahan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Lebih lan-
jut tulisan ini memberikan gambaran profil kota Indonesia, terkait
dengan jumlah kota, perkembangan penduduknya serta penilaian ki-
nerja kota. Mengenai penilaian kota, penulis mengemukakan peng-
gunaan Human Development Index (HDI) yang dipergunakan UN
Habitat. Dengan modifikasi model penghitungan HDI diterapkan di
Indonesia untuk kota-kota metropolitan, kota-kota besar, kota sedang
dan kota kecil. Tidak dapat dielakkan bahwa HDI atau kinerja kota-
kota metropolitan yang paling baik, diikuti kota-kota besar. Kota-kota
sedang dan kecil, masih sangat terbatas. Dari hal ini, maka ke depan
perlu memberi perhatian pada kedua kelompok ini. Lebih lanjut
artikel ini memberi arah kebijakan pembangunan kota ke depan.
Diawali dengan pembahasan PerMen PU No. 494/PRT/M/2005 yang
memberikan visi misi pembangunan kota ke depan serta 3 kebijakan
dan strategi terkait. Selanjutnya dibahas RPJMN tahap 2 tahun 2010 -
2014 yang memperkuat PerMen PU tersebut, dengan lebih lengkap
dan sistematis membahas kondisi, permasalahan, sasaran dan arah
kebijakan pembangunan perkotaan. Dengan demikian artikel ini
memberikan gambaran lengkap tentang arah dan kebijakan pengem-
bangan perkotaan dalam kurun waktu RPJMN 2010 - 2014.

Artikel kedua dalam bab ini memberikan arah dan landasan kebi-
jakan pembangunan perkotaan jangka panjang, yaitu hingga tahun
2025. Artikel ini memberikan gambaran tentang RPJPN 2005 - 2025.
Dalam 20 tahun ini (15 tahun mendatang dari tahun 2010), apa visi,
misi dan arah kebijakan pembangunan kota. Bila artikel pertama lebih
menekankan pada kondisi-kondisi yang lebih lokal atau mikro misal-
nya mengenai profil kota-kota, masalah-masalah spesifik yang diha-
dapi kota-kota seperti kemacetan, banjir, longsor, kawasan kumuh,
sektor informal, keterbatasan sarana/prasarana, perumahan dan
ruang terbuka hijau, maka makalah kedua ini lebih menyoroti
masalah-masalah perkotaan dilihat secara makro. Misalnya antara
lain terkait dengan ketimpangan wilayah, peran kota sebagai basis



pembangunan, ekonomi kota, kapasitas fiskal dan modal sosial kota,
serta tata kelola pemerintahan, dan sebagainya. Tantangan pem-
bangunan perkotaan perlu dikaitkan dengan masalah-masalah seperti
persaingan global, desentralisasi dan otonomi daerah serta dampak
perubahan iklim yang juga merupakan masalah global. Sehingga
pada akhirnya, kebijakan dan strategi nasional perkotaan jangka pan-
jang ini didasarkan pada visi-misi jangka panjang. Tantangan pem-
bangunan perkotaan juga dilihat secara makro. Arah pembangunan
perkotaan 20 tahun mendatang, mengemukakan 8 kebijakan utama
sebagai fokus prioritas pembangunan, masing-masing dengan strategi
pencapaiannya.

Kedua makalah dalam Bab I tentang Kebijakan Perkotaan Nasional,
saling melengkapi. Paper pertama memberikan gambaran-gambaran
tentang isu permasalahan perkotaan yang lebih mikro atau lokal,
makalah kedua memberikan gambaran yang lebih makro, terkait
dengan perkotaan dan kondisi-kondisi makro Indonesia.



PENGANTAR BAB 2

Bab ini terdiri dari lima subbab yang masing-masing akan menge-
mukakan tentang kebijakan-kebijakan terkait yaitu tentang penataan
ruang nasional dan pembangunan berwawasan lingkungan; terkait
dengan pengelolaan wilayah perbatasan; strategi kota menghadapi
perubahan iklim; persepsi perubahan kelembagaan dan arah ke-
bijakan pertanahan nasional. Penulisnya dari departemen PU (Iman
Soedrajat), dari Bappenas (Suprayoga Hadi dan Deddy
Koespramoedjo), dan dari URDI (Wahyu Mulyana dan Gita
Chandrika Napitupulu).

Tulisan pertama tentang kebijakan penataan ruang regional dan pem-
bangunan perkotaan berwawasan lungkungan ditulis oleh Iman
Soedrajat yang membahas mengenai pelaksanaan penataaan ruang
secara nasional berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 ten-
tang Penataan Ruang. Pendekataan penataan ruang dalam pengem-
bangan wilayah seyogyanya berbasis lingkungan demi keberlanjutan
pembangunan. Disadari bahwa dampak perubahan iklim yang dira-
sakan secara global akan sangat berpengaruh pada kota-kota, yang
pada gilirannya mempunyai peran penting dalam pembangunan
wilayah dan penataan ruang. Tulisan ini mencoba membahas dan
merangkaikan keduanya.

Tulisan kedua oleh Suprayoga Hadi mengemukakan mengenai ke-
bijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Dibahas mengenai kawasan perbatasan bermatra laut yang meliputi
pulau-pulau kecil terluar, dan matra darat yaitu perbatasan di Pulau
Papua, Pulau Kalimantan dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Masing-masing menghadapi beberapa isu strategis mengenai kondisi
kawasan-kawasan tersebut antara lain terkait dengan sumber daya
alam yang melimpah namun belum dapat dimanfaatkan secara opti-
mal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Aspek sosial budaya serta
kualitas sumberdaya manusia di kawasan ini yang relatif masih terba-
tas, ditambah keterbatasan sarana - prasarana dan aspek kebijakan
bagi kawasan perbatasan ini yang cenderung “inward looking” serta
pendekatan yang lebih menekankan pada security dan kurang mem-
beri prioritas pada prosperity. Masalah-masalah ini yang ditangani
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dalam kebijakan nasional pengelolaan wilayah batas negara dan
pengembangan kawasan yang ditegaskan dalam RPJPN 2005-2025
dalam RPJMN 2010-2014. Strategi pengelolaan Kawasan Perbatasan
ini meliputi beberapa aspek, antara lain pengembangan exit/entry
point; pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di
kawasan perbatasan ini; peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kelembagaan bagi pengelolaan kawasan perbatasan. Tulisan ini ditu-
tup dengan mengemukakan empat aspek strategis yang memerlukan
perhatian khusus.

Tulisan ketiga oleh Wahyu Mulyana, secara khusus membahas
mengenai strategi dan adaptasi kota dalam mengatasi perubahan
iklim. Dikemukakan mengenai dampak perubahan iklim yang diha-
dapi kota-kota dan bagaimana kota-kota beradaptasi, melibatkan
tidak hanya pemerintah dan swasta tapi terutama masyarakat.

Tulisan keempat oleh Gita Chandrika Napitupulu membahas menge-
nai persepsi perubahan kelembagaan, dari masa Era Sentralisasi ke
masa Era Desentralisasi. Telah terjadi perubahan persepsi dalam
kedua era tersebut. Pembahasan pergeseran persepsi ini ditinjau dari
dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang menunjukkan
adanya perubahan arahan dalam pengembangan perkotaan. Dibahas
pula kebijakan dan strategi nasional yang dikembangkan dalam dua
era tersebut, dari NUDS hingga KSNPK. Dikaji juga dalam tulisan ini
mengenai perubahan kelembagaan perkotaan yang terjadi, serta
dibahas mengenai kebutuhan pengaturan kelembagaan pengembang-
an perkotaan. Pada saat tulisan ini dipersiapkan, Kementerian
Perumahan Rakyat meluncurkan sebuah lembaga dengan nama
“Housing and Urban Development Institute” .

Deddy Koespramoedjo menutup Bab 2 ini dengan tulisan mengenai
Arah Kebijakan Pertanahan Nasional, sebagaimana dirumuskan da-
lam RPJMN 2010-2014. Diawali dengan gambaran mengenai kondisi
umum bidang pertanahan, diikuti dengan permasalahan pertanahan
yang dihadapi terutama terkait dengan penguasaan, pemilikan, peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), belum adanya kepastian
hukum yang kuat bagi hak masyarakat atas tanah terkait dengan
penegakan hukum dan pertanahan yang belum memadai serta kinerja
pelayanan pertanahan yang belum optimal. Arah kebijakan pertanah-
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an terutama ditekankan pada reforma agraria sebagai salah satu
prioritas bidang dalam RPJMN 2010-2014 ini. Tulisan ini diakhiri
dengan mengemukakan rencana tindak prioritas, yang dikaitkan
dengan 4 fokus prioritas dalam kebijakan Reforma Agraria, serta
strategi pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan di dalamnya dilaksana-
kan melalui 3 program utama, yakni Program Pengelolaan Pertanah-
an Nasional, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis serta program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
BPN - RI.

Kelima tulisan dalam Bab 2 ini, memberikan gambaran mengenai
kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia, dalam melak-
sanakan pembangunan nasional jangka panjang dan jangka me-
nengah, meliputi aspek penataan ruang, kawasan perbatasan, peru-
bahan iklim, kelembagaan dan pertanahan.
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PENGANTAR BAB 3

Bab 3 ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangun-
an perkotaan yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor
eksternal dan faktor internal. Pada umumnya, tema artikel yang ada
dalam bab ini sama seperti pada buku sebelumnya, namun terdapat
pengurangan beberapa artikel karena adanya pertimbangan tertentu.
Artikel-artikel yang tercantum dalam bab ini menjadi lebih relevan
dengan adanya data dan informasi yang diperbarui sesuai dengan
kondisi saat ini.

Bagian pertama dari bab ini adalah mengenai faktor-faktor eksternal.
Tulisan pertama oleh Budhy Tjahjati S. Soegijoko “Keterkaitan antar
Kota dalam Suatu Sistem Perkotaan” memberikan gambaran menge-
nai hubungan yang terjadi antara kota-kota dalam bentuk aliran-
aliran orang, barang, dana, jasa, dan inovasi-inovasi melalui jejaring
sarana - prasarana. Tulisan ini juga membahas tentang peran kota
dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut, penulis
juga mengemukakan alternatif kebijakan apa yang dapat diusulkan
bagi pengembangan perkotaan.

Tulisan kedua dari Kawik Sugiana “Keterkaitan Desa - Kota di Indonesia”
melanjutkan gagasan tentang peran kota dan keterkaitannya, khususnya
dengan desa atau perdesaan. Ditekankan di sini untuk tidak mendiko-
tomikan desa dan kota dalam kaitannya dengan pembangunan,
karena sesungguhnya keduanya merupakan satu kontinuum. Artikel
ini membahas keterkaitan desa - kota di Indonesia yang secara rinci
memaparkan transformasi perdesaan dan peran kota-kota serta
karakteristik dan intensitas linkages desa-kota di Indonesia. Selain itu
juga membahas kebijakan dan program penguatan keterkaitan desa-
kota di Indonesia, dimana pada tahun 80-an muncul konsep
transformasi dan integrasi dalam ruang dari sistem permukiman yang
merupakan perbaikan dari konsep integrasi fungsional yang mengkait-
kan perdesaan dengan perkotaan yang muncul pada pertengahan
dekade 1970-an. Konsep tersebut pada akhirnya dianut atau dikem-
bangkan di Indonesia dengan upaya-upaya dan program-program
seperti PARUL dan KPEL, pembangunan perdesaan terpadu
(integrated rural development) dan pengembangan kota-kota kecamat-
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an, pengkajian konsep modernisasi, dan mengkotakan desa (kota-
desasi) melalui pengembangan kegiatan non pertanian dan fasilitas-
fasilitas perkotaan di desa-desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi akan mewarnai pembangunan
kota dalam beberapa dekade mendatang. Pada tulisan ketiga, Savitri
Rayanti Soegijoko mencoba membahas dampak globalisasi pada
kota-kota melalui tulisannya “Dampak Globalisasi terhadap
Pembangunan Kota”. Dikatakan, bahwa globalisasi adalah sebuah
proses yang merubah suatu kondisi yang lebih tradisional dan cen-
derung tertutup, menjadi suatu kondisi dimana saling ketergantung-
an dan saling keterkaitan menjadi ciri hubungan antar negara. Untuk
mengukur dampak dari globalisasi, artikel ini mengemukakan lima
aspek atau dimensi yang dapat digunakan, yaitu aspek ekonomi,
aspek sosial-ekonomi, aspek politik, aspek budaya dan aspek tata
ruang kota.

Tulisan terakhir pada bagian pertama bab ini adalah “Perjalanan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pada Pembangunan Perkotaan di
Indonesia” oleh Haryo Sasongko. Tulisan ini membahas kebijakan
pemerintah, seperti misalnya untuk melaksanakan desentralisasi dan
otonomi daerah, kebijakan tersebut merupakan faktor penting bagi
pengembangan dan pembangunan kota. Di awali dengan pembahas-
an tentang pemahaman dan konsep yang melatarbelakangi desentra-
lisasi dan otonomi daerah, tulisan ini selanjutnya menelusuri undang-
undang yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dari
Undang-Undang 5/1974, Undang-Undang 22/1999 sampai dengan
Undang-Undang 32/2004 yang merupakan landasan hukum kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, artikel ini membahas
pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pusat-daerah
dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 25/2000, PP ini diarah-
kan untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dan diakhir pembahasan, penulis
menguraikan implikasi desentralisasi dan otonomi daerah bagi
pembangunan perkotaan.

Pada bagian kedua bab ini, faktor-faktor internal, akan mengemuka-

kan konsep-konsep, gagasan dan faktor-faktor yang berperan dalam
kotanya itu sendiri. Tulisan pertama adalah “Pengembangan
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Ekonomi Lokal di Indonesia” oleh Hugh Evans dan Risfan Munir
membahas mengenai pengembangan ekonomi lokal di Indonesia.
Disampaikan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan,
antara lain lokasi atau dimana keputusan dibuat, di pusat atau di
daerah, fihak-fihak atau aktor-aktor mana yang terlibat dalam peren-
canaan dan pembuatan kebijakan, perlunya kerjasama antar daerah,
lingkungan, dunia usaha, dan sebagainya. Tulisan ini selanjutnya me-
nyajikan upaya-upaya yang pernah dilakukan meliputi program-
program nasional, inisiatif provinsi, sejumlah inisiatif kota dan
kabupaten, inisiatif swasta dan donor. Semua inisiatif ini mencoba
mengembangkan ekonomi lokal dengan atau tanpa bantuan asing.
Tulisan ini juga menguraikan beberapa temuan (lesson learned) ter-
utama dalam strategi dan inisiatif, serta usulan strategi yang mungkin
dilaksanakan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Sebagai kesim-
pulan, dikemukakan empat tantangan yang dihadapi dan tiga
prinsip-prinsip yang perlu dianut untuk mengatasi tantangan-
tantangan tersebut.

Selanjutnya tulisan Wicaksono Sarosa “Mengetengahkan yang
Terpinggirkan: Ekonomi Informal Perkotaan”. Artikel ini menyajikan
beberapa pemahaman tentang ekonomi informal. Selain itu, tulisan
ini mengemukakan bahwa permasalahan terkait dengan ekonomi in-
formal dapat dikelompokan dalam tiga tataran permasalahan yang
berbeda yakni permasalahan praktis, seperti alokasi ruang; permasa-
lahan sistemik, seperti absennya dukungan hukum dan kelembagaan;
serta permasalahan pada tataran paradigmatik, yaitu menyangkut pe-
mahaman atau keyakinan individu yang kemudian diteruskan menja-
di pandangan lembaga.

Tulisan ketiga “Pendanaan Pembangunan Perkotaan” oleh Bambang
Tata Samiadji membahas mengenai pola pendanaan pembangunan
perkotaan terutama mengenai perubahan-perubahan yang terjadi
dalam era desentralisasi. Dibahas pula pola pendanaan pembangunan
khususnya dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat dan swasta.
Selanjutnya, artikel ini membahas kerjasama antara pemerintah dengan
swasta, reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan, kapasitas
keuangan kota, dan bagian terakhir artikel ini membahas sistem
penganggaran daerah yang mutakhir. Secara keseluruhan, tulisan ini
memberikan rambu-rambu pendanaan bagi pembangunan kota.
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Artikel terakhir pada bagian kedua bab ini adalah “Kehidupan Sosial
Budaya Kota” oleh Linda Ibrahim. Tulisan ini mengenai kehidupan
sosial budaya masyarakat perkotaan yang mencakup diferensiasi,
pola hubungan serta sistem struktur sosial yang mewarnai lokalitas
sebuah kota. Selanjutnya dikemukakan bahwa perkembangan kota-
kota utama dipengaruhi proses globalisasi, urbanisasi dan kemajuan
teknologi, khususnya teknologi informasi.

Seluruh tulisan dalam Bab 3 ini memberikan gambaran tentang
faktor-faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh pada per-
kembangan kota. Dalam abad 21 ini, dengan tantangan dan masalah
yang dihadapi kota-kota, adanya kekuatan yang mempengaruhi per-
kembangan kota seperti globalisasi, serta adanya keterkaitan antar
kota dan dengan desa, ditambah lagi dengan aspek ekonomi terma-
suk ekonomi informal, aspek pendanaan dan aspek sosial budaya
yang turut memberikan warna pada pengembangan perkotaan yang
berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan pembangunan kota-kota
di Indonesia dapat sinkron dan sinergis serta mendukung pem-
bangunan nasional.
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PENGANTAR BAB 4

Bab 4 ini adalah mengenai pendekatan-pendekatan dalam pem-
bangunan kota yang pernah diterapkan di Indonesia: pendekatan
sektoral, pendekatan kota berkelanjutan dan pendekatan pembangun-
an kota baru. Ada beberapa perubahan dilakukan. Bila pada edisi per-
tama dulu, dalam pembahasan pendekatan sektoral, uraian mengenai
konsolidasi tanah perkotaan, peran serta swasta dalam pembangunan
infrastruktur dan kepariwisataan disertakan, maka dalam edisi ini
ketiga tulisan tersebut tidak disertakan, karena edisi ini hendak lebih
mengetengahkan pendekatan yang lebih berlandaskan sektor-sektor
dasar seperti transportasi, air minum dan sanitasi, serta perumahan.

Dalam edisi ini, pendekatan pembangunan kota berkelanjutan, bebe-
rapa tulisan dipertahankan dan ada penambahan tiga artikel baru.
Artikel-artikel baru ini dianggap menggambarkan pendekatan-
pendekatan baru yang saat ini menjadi perhatian seperti misalnya
mengenai daya dukung lingkungan, pengendalian urban sprawl dan
penyediaan data kota dengan partisipasi masyarakat.

Bagian mengenai pendekatan kota baru dipisahkan dari pendekatan
pembangunan kota berkelanjutan, karena dalam edisi kedua ini pem-
bangunan kota baru lebih difokuskan pada konsep serta pandangan
swasta mengenai pembangunan kota baru.

Dalam penyusunan edisi kedua ini dirasakan perlu menambahkan
gagasan-gagasan baru. Beberapa artikel lama, seyogyanya perlu
dipertahankan dan ikut dicetak ulang. Namun keterbatasan target
halaman dan waktulah yang tidak memungkinkannya. Penyunting
mengupayakan menyertakan hal-hal yang masih dan menjadi relevan
saat ini.

Bagian pertama dari bab ini adalah mengenai pendekatan sektoral.
Tulisan pertama oleh Suyono Dikun membicarakan mengenai
pengembangan dan pengelolaan infrastruktur secara keseluruhan.
Tulisan-tulisan selanjutnya membicarakannya per sektor.
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Kusbiantoro membahas peran transportasi dalam pembangunan kota,
dimulai dengan gambaran sistem transportasi secara lengkap melipu-
ti sistem kegiatan, jaringan dan pergerakan, yang dipengaruhi sistem
kelembagaannya serta sistem lingkungan internal dan eksternalnya.
Uraian mengenai permasalahan yang dihadapi sistem transportasi
beserta kebijakan dan peran pemerintah, ditutup dengan pembahasan
mengenai sistim transportasi yang ramah lingkungan.

Tulisan mengenai pembangunan penyediaan sarana air minum dan
sanitasi, merupakan penggabungan dari tulisan Danny Sutjiono me-
ngenai air minum dan tulisan Kati Andraini Darto mengenai sanitasi.
Penggabungan ini selain berdasarkan pertimbangan efisiensi, juga
berdasarkan anggapan bahwa keduanya sangat terkait erat. Sehingga
memiliki konteks yang sama yakni perkembangan perkotaan dan kai-
tannya dengan program pengentasan kemiskinan. Artikel ini mem-
bahas target-target dan tantangan yang dihadapi penyediaan air
bersih serta strategi menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya, artikel
ini membicarakan mengenai isu pengelolaan sanitasi serta kebijakan
yang dirumuskan secara nasional. Ditutup dengan beberapa kisah
sukses terkait dengan peran masyarakat di bidang sanitasi.

Perumahan, dibahas Aca Sugandhy, terkait dalam peran masyarakat.
Diawali dengan pembahasan dasar hukum pembangunan perumah-
an, masalah yang dihadapi serta diakhiri dengan bentuk peran serta
masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan perumahan.
Pembahasan tentang peran masyarakat ini meliputi prinsip-prinsip
peran serta yang perlu dikembangkan serta pengembangan program
kemitraan baik jangka pendek maupun jangka menengah tahun 2010
- 2014 dan jangka panjang tahun 2005 - 2025.

Artikel kelima dalam pendekatan sektoral ini oleh Hendropranoto
Suselo. Disertakan dalam edisi ini karena program P3KT yaitu pem-
bangunan infrastruktur kota secara terpadu, merupakan program
yang pernah dilaksanakan di seluruh Indonesia, untuk pelbagai tipo-
logi kota dan dilakukan selama lebih dari satu dekade. Donor-donor
asing yang membantu pun dari donor multilateral seperti Bank Dunia
dan Asian Development Bank, maupun donor-donor bilateral seperti
dari Kanada, Belanda, Jerman, Australia, dan sebagainya. Program
P3KT ini berawal dari KIP (Program Perbaikan Kampung - Kampung
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Improvement Program) dan berkembang menjadi program-program
pembangunan perkotaan seperti Jabodetabek Urban Development Project
(JUDP), Medan Urban Development Project (MUDP), dan sebagainya.
Tulisan ini membahas keterkaitan P3KT dengan NUDS (National
Urban Development Strategqy) yang dirumuskan pada awal hingga
pertengahan 1980an, konsep-konsep dalam P3KT dan diakhiri dengan
pengembangan P3KT dalam proyek-proyek perkotaan masa kini
seperti USDRP (Urban Sector Development Reform Program).

Bagian kedua dari Bab 4 ini, pendekatan dalam pembangunan kota,
adalah mengenai pendekatan pembangunan berkelanjutan, suatu to-
pik yang sedang hangat pada saat ini. Tulisan-tulisan dalam bagian
ini meliputi pembahasan keberlanjutan kawasan kota dalam pers-
pektif kemiskinan dan lingkungan, keberlanjutan yang berlandaskan
daya dukung lingkungan, keberlanjutan terkait dengan ketersediaan
sumber daya air, pengendalian urban sprawl akibat urbanisasi dan
partisipasi masyarakat dalam penyediaan data yang diharapkan da-
pat mendukung keberlanjutan perencanaan dan pembangunan kota.

Tulisan pertama dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan oleh
Madrim D. Gondokusumo membahas mengenai pemikiran-pemikir-
an tentang syarat-syarat pembangunan berkelanjutan dan proses
pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Kriteria pembangunan
berkelanjutan di perkotaan disebut tiga pro - pro keadilan sosial, pro
ekonomi kesejahteraan dan pro lingkungan berkelanjutan. Oleh kare-
na itu, kebijakan publik mengikuti ketiga pro ini yaitu kebijakan
terkait penataan ruang, pengurangan kemiskinan dan pengelolaan
lingkungan. Ketiga kelompok kebijakan ini sangat mempengaruhi
kehidupan di lingkungan permukiman kumuh dan dengan demikian
diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kerusakan lingkungan
secara bertahap.

Tulisan kedua oleh Endrawati Fatimah membahas keberlanjutan
pembangunan terkait dengan daya dukung lingkungan. Diawali
dengan pengertian daya dukung lingkungan dalam konteks ekologi
dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009, diikuti dengan pembahasan
kaitan daya dukung lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan
yang membentuk cincin-cincin konsentrik - ekonomi di cincin ter-
dalam, masyarakat di cincin kedua dan lingkungan merupakan cincin
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terluar. Selanjutnya dibahas mengenai model daya dukung ling-
kungan kota yang difokuskan pada sumber daya lahan dan sumber
daya air. Pada akhir tulisan ini, disimpulkan bahwa kajian daya
dukung lingkungan kota dapat digunakan dalam merumuskan
kebijakan pembangunan kota berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya air bagi pembangunan berkelanjutan
disajikan dalam artikel Rudi P. Tambunan terkait keberlanjutan
ekologis. Diawali dengan konsep sumber daya air bagi kawasan per-
kotaan, dari permasalahan yang dihadapi dalam penyediannya, pen-
dekatan perencanaan pengelolaannya berdasarkan ekologi serta isu
ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air. Sebagai penutup,
dikemukakan bahwa upaya mempertahankan air harus diupayakan
antara lain pelaksanaan pengelolaan dan hidrologi Indonesia, setelah
hampir enam puluh tahun merdeka, pada tahun 2004 mampu me-
rumuskan kebijakan-kebijakan dasar sumber daya air dengan ditetap-
kan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Urban Sprawl, merupakan masalah yang dihadapi kota-kota yang ber-
kembang pesat akibat urbanisasi. Iwan Kustiwan, pada awal tulisan-
nya mengartikan “urban sprawl” - keterserakan perkotaan sebagai
perkembangan kawasan perkotaan yang terjadi secara acak. Dibahas
mengenai karakteristik, penyebab serta dampak wurban sprawl ini.
Selanjutnya melalui pembahasan studi kasus Kota Bandung, dikemu-
kakan kebutuhan akan penanganan urban sprawl agar tidak terjadi ex-
urbanization dan urban decline. Diusulkan untuk menangani wurban
sprawl ini dengan kompaksi perkotaan.

Keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan kota perlu didukung
oleh data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Hal ini dapat di-
capai dengan pelibatan masyarakat. Dalam tulisan terakhir bagian
pendekatan kota berkelanjutan ini, Nila Ardhyarini H.P. menyampai-
kan tentang pengalaman Kota Solo dalam penyiapan data kota
dengan partisipasi masyarakat melalui suatu pilot proyek “Solo Kota
Kita”. Tujuan utama dari inisiatif pilot proyek ini adalah meningkat-
kan kesadaran masyarakat untuk berpikir tentang isu-isu yang
mereka hadapi dan bagaimana secara bersama-sama dapat merubah
lingkungan mereka menjadi lebih baik. Tulisan ini menyajikan tahap-
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tahap dalam penyusunan data secara partisipatif dan menyajikan
hasil-hasil yang diperoleh di Solo.

Bagian ketiga dari Bab 4 ini tentang pendekatan-pendekatan pem-
bangunan perkotaan adalah terkait dengan pembangunan kota baru.
Bagian ini terdiri dari dua tulisan, oleh Djoko Sujarto dan pengalaman
serta pandangan sektor swasta oleh Hari Ganie.

Djoko Sujarto mengawali artikelnya dengan mengajukan tentang per-
masalahan perkotaan dan fenomena kota baru di Indonesia. Dikemu-
kakan ada dua jenis kota baru yaitu kota baru penunjang dan kota
baru mandiri. Dalam tulisannya, dibahas pula mengenai kebijakan
pembangunan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan pem-
bangunannya. Selanjutnya dibahas mengenai ijin-ijin yang dibutuh-
kan untuk pembangunannya. Dibahas pula mengenai kelembagaan
kota baru. Sebagai penutup disampaikan bahwa pembangunan kota
baru dapat merupakan salah satu upaya pemecahan masalah urbani-
sasi dan pembangunannya dilaksanakan melalui suatu sistem kemi-
traan dengan pengembang, pengusaha dan masyarakat.

Tulisan kedua adalah oleh Hari Ganie, yang mengemukakan tentang
pengalaman dari pandangan sektor swasta. Diawali dengan bahasan
mengenai kota-kota baru swasta yang pionirnya adalah Ciputra
dengan kota baru Bumi Serpong Damai dan merupakan upaya
konsorsium 10 pengembang. Selanjutnya tulisan ini membicarakan
mengenai tumbuhnya kota-kota baru di sekitar Jakarta dengan
berbagai tipologi, sebagai dormitory town, kota baru industri, kota
baru pendidikan, kota jasa dan niaga, kota bernuansa resort, serta
kota baru “new town in town” seperti Kelapa Gading. Kesimpulan dari
tulisan ini bahwa setelah 25 tahun pengembangan kota-kota baru oleh
pihak swasta, perlu dilakukan evaluasi tentang prosesnya apakah
sesuai dengan kebijakan pemerintah, tentang manfaat dan harapan-
harapan baru dalam pengembangan kota baru ini.

Diharapkan Bab 4 ini telah menggambarkan beberapa pendekatan
dan konsep pembangunan kota. Bila tidak ada keterbatasan waktu
dan sumber dana/daya, masih banyak lagi pendekatan-pendekatan
penting yang seharusnya dimasukkan terutama terkait dengan sektor
pariwisata, pertanian, kelautan serta kemitraan antar stakeholder.
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4.2.2

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KOTA
DILANDASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Endrawati Fatimah

LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu akan
membawa konsekuensi pada makin tingginya beban yang harus di-
dukung oleh lingkungan. Munculnya berbagai permasalahan ling-
kungan di perkotaan merupakan indikasi telah terlampauinya daya
dukung lingkungannya. Seperti dikatakan oleh Rees (1990), kerusak-
an lingkungan terjadi jika beban pada lingkungan karena manusia
dan aktivitasnya melebihi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan lingkungan akibat telah terlampauinya daya dukung
lingkungan kota antara lain terjadinya masalah keterbatasan penye-
diaan prasarana dan sarana lingkungan, polusi udara dan air, menu-
runnya kualitas sumberdaya, dan bencana alam (Leitmann, 1999).
Permasalahan tersebut juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan perlu
terlebih dahulu diidentifikasi daya dukung lingkungan yang dimiliki
suatu kota untuk menyusun rencana tata ruang kota yang berfungsi
sebagai dasar pembangunan kota.

PENGERTIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung
lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Sementara itu dalam konteks ekologi, carrying capacity (daya dukung
lingkungan) suatu ekosistem adalah ukuran/jumlah populasi atau
komunitas yang sebenarnya dapat didukung oleh ketersediaan
sumberdaya dan jasa pada ekosistem tersebut (Hart, 2006). Pengertian
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Keberlanjutan Pembangunan Kota Dilandasi Daya Dukung Lingkungan

tersebut mengandung arti bahwa daya dukung lingkungan terkait
hanya pada modal alam. Menurut Salim (2006), modal alam meliputi
sumberdaya alam dan jasa ekosistem.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep carrying capacity
merupakan “modal” yang dimiliki suatu ekosistem yang meliputi
tidak hanya modal alam, namun juga modal manusia, modal sosial
dan modal sumberdaya buatan yang keempatnya biasa disebut
modal komunitas (Hart, 2006). Pengertian Modal komunitas adalah:

“the natural, human, social, and built capital from which a
community receives benefits and on which the community
relies for continued existence. All four types of capital are
necessary for communities to function. All four types of capital
need to be managed by a community. All four types of capital
need to be cared for, nurtured and improved overtimes” (Hart,
2006).

Pengertian dari modal manusia adalah kemampuan setiap individu
dalam hal ketrampilan, kesehatan fisik dan mental serta pendidikan
yang mencerminkan kualitas jasmani-rohani orang (Salim, 2006, Hart,
2006). Sedangkan modal sosial adalah hubungan yang terjadi dalam
suatu komunitas atau cara orang berinteraksi dan berhubungan
dengan orang lain dalam satu komunitas (Hart, 2006). Modal sosial
berupa modal sosial sipil dan modal sosial pemerintah. Modal sosial
sipil berwujud interaksi tingkat mikro rumah tangga/perusahaan
yang dipengaruhi nilai kepercayaan, sikap dan norma kelakuan.
Modal sosial pemerintahan berupa interaksi tingkat makro berkaitan
dengan hukum, aturan, prosedur, good governance cerminan kredi-
bilitas pemerintah (Salim, 2006). Modal manusia dan sosial akan
mempengaruhi besarnya beban terhadap lingkungan karena dapat
mempengaruhi perilaku serta pola konsumsi sumberdaya alam.

Modal lingkungan buatan merupakan hasil rekayasa manusia untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang tergantung pada teknologi yang
dimiliki serta kemampuan pemerintah dalam pengelolaan maupun
penyediaan tambahan pasokan sumberdaya alam. Modal lingkungan
buatan termasuk infrastruktur jalan, jaringan air bersih, jaringan
drainase, sistem pengolahan limbah cair, sistem pengolahan limbah
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padat, ruang publik, ruang terbuka hijau kota, bangunan industri,
bangunan rumah dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka daya dukung lingkungan
hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi daya dukung
lingkungan fisik dan daya dukung lingkungan non-fisik. Daya du-
kung lingkungan fisik meliputi daya dukung air, udara dan lahan
baik alami maupun buatan. Daya dukung non-fisik atau disebut juga
daya dukung sosial mencakup aspek modal manusia dan modal
sosial. Pada lingkungan kota dimana modal alam sangat terbatas, mo-
dal manusia, sosial dan lingkungan buatan adalah faktor yang sangat
penting dan berperan untuk menentukan daya dukung lingkungan-
nya. Secara skematik, daya dukung lingkungan dapat digambarkan
sebagai berikut:

DAYA DUKUNG

LINGKUNGAN
\4 v
DAYA DUKUNG P DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN FISIK N "l LINGKUNGAN SOSIAL
MODAL MODAL MODAL MANUSIA MODAL SOSIAL
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
ALAM RUIATAN

Gambar 4.2.2.1

Skema Daya Dukung Lingkungan

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KAITANNYA DENGAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terdapat banyak definisi pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Sejak tahun 1979 hingga 1997, ada 57 definisi yang telah
dicetuskan para ahli (Murcott, 1997; Rogers et al, 2008). Akan tetapi,
definisi yang biasanya dikutip dalam pustaka adalah definisi yang
dikenal sebagai Brundtland Commission’s Report. Pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) didefinisikan:
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"The human ability of humanity to ensure that it meets the needs
of the present without compromising the ability of the future
generations to meet their own needs. Sustainable development is
not a fixed state of harmony, but rather a process of change in
which the exploitation of resources, the direction of investments,
the orientation of technological development and institutional
changes are made consistent with future as well present needs”
(World Commission on Environment and Development
dalam Murcott, 1997)

Sementara Hardjasoemantri (2005) mengartikan bahwa pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Penger-
tian itu mengandung arti bahwa:

1.

Untuk memenuhi kebutuhan harus ada dua kata kunci yang
menyertainya yaitu development dan sustainable. Ada tiga kategori
besar pada ”sustained” yaitu alam, sistem pendukung kehidupan
dan komunitas, sedangkan yang harus di “developed” adalah
sumber daya manusia, ekonomi dan sosial (Board of Sustainable
Development, US Nation Academy of Sciences dalam Kates et al,
2005).

Konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan yaitu keseimbang-
an antara konsep kebutuhan dan keterbatasan. Konsep pemenuh-
an kebutuhan difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia, sementara konsep keterbatasan adalah ketersediaan dan
kapasitas yang dimiliki lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

Segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada
periode sekarang harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka
panjang.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh ting-
kat pemanfaatan sumberdaya, investasi pembangunan, teknologi
yang digunakan serta kapasitas institusi pengelola.

Pembangunan berkelanjutan mencakup dimensi ekonomi, lingkung-
an, dan sosial. Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan ti-
dak mungkin terlepas dari keterkaitan antar tiga pilar pembangunan
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tersebut. Keterkaitan antar ketiga pilar pembangunan tersebut dalam
konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perkembangan.
Konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini dianggap paling
tepat untuk diterapkan adalah konsep Concentric Rings seperti diilus-
trasikan pada gambar berikut ini:

Environment

Sumber: Graymore, 2005; Hart, 2006
Gambar 4.2.2.2
Konsep Pembangunan Berkelanjutan Concentric Rings

Konsep pembangunan berkelanjutan Concentric Rings menunjukkan
adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan
sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dalam kaitannya
dengan sumberdaya alam, lingkaran ekonomi dan sosial dapat dilihat
sebagai demand terhadap sumberdaya alam, dan lingkaran lingkung-
an adalah sebagai supply sumberdaya alam. Untuk mencapai keber-
lanjutan, pengembangan ekonomi dan sosial tidak boleh melampaui
batas lingkaran lingkungan tersebut. Batas area yang terbentuk oleh
lingkaran lingkungan tersebut dalam konteks pembangunan berke-
lanjutan adalah apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan.

Konsep concentric rings menunjukkan bahwa dasar dari tercapainya
sasaran pembangunan berkelanjutan adalah pemahaman tentang se-
berapa besar daya dukung lingkungan suatu wilayah. Dengan kata
lain daya dukung lingkungan dalam konsep concentric rings dipan-
dang sebagai pembatas perkembangan (Graymore, 2005; Hart, 2006;
Sustainable Development Communications Network, 2008). Oleh
karena itu, untuk merencanakan pembangunan sosial dan pem-
bangunan ekonomi pada suatu wilayah perlu dipahami terlebih
dahulu kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut.
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DAYA DUKUNG LINGKUNGAN SEBAGAI LANDASAN
PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN

Salah satu model daya dukung lingkungan kota yang sudah dikem-
bangkan adalah memfokuskan pada sumberdaya lahan dan sumber-
daya air ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya.
Status daya dukung lingkungan kota dapat diilustrasikan sebagai
berikut:

Status DDL Kota =Y =£ (S, D)
f = (Y], Yz, Y3, Y4, Ys, Ys, Y7, Ys,) ......................... (1)

Keterangan:
Status DDL Kota = Status daya dukung lingkungan
S = Supply (ketersediaan) sumberdaya mencakup Y1, Y3, Y5, Y7, Ys.
D = Demand (kebutuhan) sumberdaya mencakup Y, Y4, Ys.
Y: = ketersediaan jumlah sumberdaya air
Y> = kebutuhan jumlah sumber daya air
Y3 = besarnya beban limbah cair yang mampu ditampung badan air
Ys =besarnya beban limbah cair yang dibuang ke badan air
Y5 = ketersediaan lahan untuk pembangunan
Ys = kebutuhan lahan untuk pembangunan
Y7 = Kondisi kualitas kawasan lindung
Ys = Kondisi kualitas kawasan budidaya

Berdasarkan pada hal tersebut, nilai status daya dukung lingkungan

adalah:

S 2 D= Daya dukung lingkungan belum terlampaui yaitu jika Y1>Y>,
Ys>Ys, Ys2Yes, Yr2kriteria kualitas kawasan lindung, dan
Ys>kriteria kualitas kawasan budidaya

S < D = Daya dukung lingkungan terlampaui yaitu jika Y1<Y>, Y3<Yy,
Ys<Ys, Yr<kriteria kualitas kawasan lindung, dan Ys<kriteria
kualitas kawasan budidaya

Pada kondisi supply diasumsikan tetap, jumlah populasi yang mampu
didukung (daya dukung lingkungan) akan semakin kecil jika kon-
sumsi sumberdaya per kapita makin besar. Demikian pula halnya
dengan demand sumberdaya, makin besar konsumsi per kapita akan
makin besar demand sumberdayanya. Jika dibarengi dengan makin
besarnya jumlah populasi, demand sumberdaya akan meningkat lebih
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besar. Dengan adanya peningkatan demand dan pada kondisi supply
tetap, daya dukung sumberdaya air dan lahan akan mencapai titik
optimal dan kemudian terlampaui.

Daya dukung lingkungan memiliki sifat tidak tetap dan dinamis yang
bergantung pada teknologi, preferensi dan struktur produksi dan
konsumsi (Arrow, 1995). Berdasarkan hal tersebut, variabel supply
yaitu Y1, Y3, dan Ys akan bergeser menjadi Y1, Y5’ ,dan Y5 yang
memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil bergantung pada teknologi,
preferensi dan struktur konsumsi dan produktifitas sumberdaya.
Demikian pula halnya dengan varia-bel demand yaitu Y, Y3, dan Y4
akan bergeser menjadi Y2, Y4, dan Ys'.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor dinamika manu-
sia adalah faktor utama yang menentukan apakah tujuan pem-
bangunan berkelanjutan dapat dicapai atau tidak. Dinamika manusia
diharapkan bergerak menuju pada kualitas manusia yang mampu
menciptakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan lingkungan
sekaligus mampu menghemat penggunaan sumberdaya. Artinya,
terjadi peningkatan kualitas manusia yang lebih baik yaitu manusia
yang memiliki kemampuan mengoptimalkan produktifitas supply
untuk dapat memenuhi demand tanpa mengurangi kualitas manfaat
yang diperoleh bagi kesejahteraan manusia. Pada akhirnya dinamika
manusia inilah yang akan menentukan kapan daya dukung lingkung-
an akan terlampaui.

Secara skematik, uraian tentang pergeseran nilai demand dan supply
sumberdaya dapat diilustrasikan pada Gambar 4.2.2.3. Gambar terse-
but memberi ilustrasi tentang pengaruh intervensi terhadap nilai
supply dan demand sumberdaya. Daya dukung lingkungan pada kon-
disi awal sebelum adanya intervensi apapun akan terlampaui pada
waktu tsp. Apabila intervensi dilakukan hanya pada aspek supply
sumberdaya, daya dukung lingkungan akan terlampaui pada tsp.
Apabila intervensi dilakukan hanya pada aspek demand, daya du-
kung lingkungan akan terlampaui pada tsp. Sementara itu apabila
dilakukan intervensi untuk menambah nilai supply sekaligus mengu-
rangi demand, daya dukung lingkungan akan terlampaui pada tsp.

396



Keberlanjutan Pembangunan Kota Dilandasi Daya Dukung Lingkungan

A demand

Isl

e Spply Awal (S)
= == = Sypply dengan intervensi teknologi (')
e Demand Awal (D)

== == = [emand dengan intervensi teknclogi dan/atau penurunan konsumsi per kapita(D")

Sumber: Analisa Penulis, 2009

Gambar 4.2.2.3
Skema Pergeseran Nilai Supply dan Demand

Model daya dukung lingkungan yang dapat diterapkan untuk mengi-
dentifikasi daya dukung lingkungan suatu kota dapat dilihat pada
Gambar 4.2.2.4. Model daya dukung lingkungan kota tersebut di-
bangun sesuai dengan karakteristik lingkungan kota dan dengan
menggunakan pendekatan supply demand sumberdaya. Model ini
mampu memperbandingkan ketersediaan (supply) maupun kebutuh-
an (demand) sumberdaya secara kuantitatif dan kualitatif, mempertim-
bangkan karakteristik modal komunitas dan mempertimbangkan
fungsi dan peranan kota.
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Keterangan gambar:

X1  =Ketersediaan air permukaan adalah debit andalan sungai yang
potensial sebagai sumber air baku (m3/detik)

X12 =Ketersediaan air tanah adalah laju resapan air hujan pada area tersebut
(m3/ detik)

X31  =Kebutuhan air non-domestik yang dipengaruhi oleh jenis bangunan
kota, kapasitas/ukuran masing-masing jenis bangunan, jumlah setiap
jenis bangunan dan kebutuhan sumberdaya air per jenis kegiatan per
unit (m3/ detik)

X41 =Kebutuhan air domestik yang dipengaruhi jumlah penduduk dan
kebutuhan sumberdaya air per kapita (m3/detik)

X13 =Kandungan limbah yang dapat ditampung sungai (mg/ liter)

X321 =Debit limbah non-domestik (liter/ detik)

X421 =Debit limbah domestic (liter/ detik)

X31 =Beban limbah cair non-domestik yang dipengaruhi jenis bangunan
yang membuang limbah cair, kapasitas/ukuran masing-masing jenis
bangunan, jumlah setiap jenis bangunan, besarnya beban limbah cair
yang dibuang per jenis dan kapasitas kegiatan (liter/detik)

X32 =Beban limbah cair akibat sampah tidak tertangani yang dipengaruhi
oleh kemampuan kota dalam pengelolaan sampah (liter/detik)

X41  =Beban limbah cair domestik yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk
dan beban limbah cair per kapita (liter/detik).

X14 =Luas kawasan lindung yaitu kawasan tidak layak secara geomorforlo-
gi dan kawasan tidak layak karena kebijakan kawasan lindung
(hektar)

X34 =Kebutuhan lahan untuk kegiatan sosial ekonomi kota (hektar)

Xy =Kebutuhan lahan untuk permukiman termasuk fasilitas umum
(hektar)

Untuk menuju kota yang berkelanjutan, maka hasil identifikasi status
daya dukung dapat menjadi dasar untuk penyusunan rencana pem-
bangunan kota. Dengan model tersebut dapat diketahui apakah kon-
disi daya dukung lingkungan sudah terlampaui atau belum, atau
apabila diketahui daya dukung lingkungan belum terlampaui, model
tersebut dapat digunakan untuk memproyeksi kapan daya dukung
lingkungan akan terlampaui. Untuk menuju kepada kondisi keberlan-
jutan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan nilai supply dan
sebaliknya menurunkan nilai demand. Sebagai gambaran, alternatif
intervensi terhadap kondisi daya dukung lingkungan antara lain:
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1.

400

Upaya Pengendalian Demand Sumberdaya

Aspek demand sumberdaya dipengaruhi oleh modal manusia dan
modal sosial publik. Modal manusia dan sosial publik yang mem-
pengaruhi demand sumberdaya adalah:

a. Jumlah Penduduk dalam jiwa. Makin besar jumlah penduduk
akan makin besar sumberdaya yang dibutuhkan.

b. Perilaku dan aktivitas manusia. Perilaku dan aktivitas manusia
akan mempengaruhi kebutuhan sumberdaya per kapita yang
antara lain mencakup kebutuhan air per kapita; kandungan
BOD limbah cair; volume sampah yang ditimbulkan per kapita
dalam liter/jiwa/hari; Karakteristik sampah (berat BOD/
volume sampah) dan kebutuhan lahan per kapita.

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi demand terse-
but, upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kota berkelanjutan
adalah memprioritaskan peningkatan kualitas manusia menuju
tercapainya kualitas manusia yang ramah lingkungan. Dalam hal
ini adalah manusia yang hemat dan bijaksana dalam penggunaan
sumberdaya alam yang terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi
juga dimungkinkan untuk mengurangi demand. Kebutuhan air dan
lahan per kapita dapat dikurangi dengan pemilihan preferensi
kegiatan yang hemat sumberdaya. Penggunaan sistem daur ulang
limbah cair dan pemasangan IPAL selain dapat mengurangi
kebutuhan air per kapita juga akan mengurangi beban limbah cair
yang dibuang ke sungai.

Upaya Peningkatan Supply Sumberdaya

Aspek supply sumberdaya alam dapat ditingkatkan dengan mela-
kukan intervensi teknologi atau finansial. Upaya ini sangat ber-
gantung pada modal sosial pemerintahan yang dimiliki kota
untuk menyediakan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
Beberapa upaya peningkatan supply yang dapat dilakukan antara
lain:

a) Kekurangan sumberdaya air secara kuantitas dapat diatasi
dengan pemanfaatan secara optimal potensi atau penambahan
pasokan air dari luar wilayah.
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b) Perbaikan kualitas air sungai dapat dilakukan dengan penge-

lolaan DAS secara terpadu dan peningkatan kapasitas asimilasi
sungai.

c) Keterbatasan lahan di kota untuk menampung pertumbuhan

aktivitas kota dapat diatasi dengan pembangunan bangunan
secara vertikal sejalan dengan pengembangan RTH secara ver-
tikal juga seperti greenwall dan/atau roof garden.

d) Perbaikan kualitas kawasan lindung dapat dilakukan dengan

melakukan revitalisasi pada kawasan lindung dengan pemili-
han dan penataan tanaman yang lebih berfungsi ekologis serta
pemenuhan luasan kawasan lindung yang seharusnya tersedia.

e) Perbaikan kualitas kawasan budidaya dapat dilakukan dengan

penyediaan prasarana dan sarana kota yang layak minimal
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat.

Indikator kualitas kawasan lindung:

Dalam model ini, kualitas kawasan lindung di perkotaan dapat
dikatakan baik apabila memiliki daya resap air tinggi serta tidak
dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dengan bangunan permanen.
Daya resap air dapat diperkirakan dengan didasarkan pada nilai
faktor tanaman (C) dari USDA (Tabel 4.2.2.1).

Tabel 4.2.2.1
Nilai Faktor Tanaman (C)

% TANAMAN PENUTUP

0% 20% 40% 60% 80% 95-100%
0, 0% 0,45 0.20 0,10 0,042 0,013 0,003
° 45 0,20 15 109 7043 J011
co 25% 0,39 0,18 0,09 0,039 0013 0,003
A .39 22 14 0,089 0,042 L011
N 750 0,39 0,16 0,08 0,38 0,012 0,003
o 739 19 13 0,08 0,04 1011
P
0 0,27 a10 0,08 0,035 0012 0,003
Yo 100% 32 18 012 0,08 0,04 1011
Keterangan :

'1 : tanaman penutup tanah berupa rumput
2 :tanaman penutup berupa semak

Sumber: Marsh, 1998
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Angka dicetak miring pada tabel di atas adalah angka C < nilai rata-
rata yang artinya kualitas kawasan lindung BURUK karena memiliki
daya serap air hujan rendah.

Indikator Kualitas Kawasan Budidaya:

Indikator kualitas kawasan budidaya (Ys) disusun berdasarkan indi-
kator Sustainable Development Index.

Tabel 4.2.2.2
Indikator dan Nilai Ambang Batas Kualitas Kawasan Budidaya
Sub Indikator Nilai Ambang Satuan Keterangan
Batas
Indikator: Kualitas Fisik Lingkungan Alam
Tingkat polusi udara Peraturan Pemerintah No.
a. SOz 365 Mg/Nm? 41 tahun 1999 tentang
b. NO: 150 Mg/Nm? Pengendalian
c. CO 10000 Mg/Nm? Pencemaran Udara
d. HC 160 Mg/Nm?
e. Debu 230 Mg/Nm?
f. CO2 - ppm
Tingkat Kebisingan 55 dBA Kep Men Neg LH No.
48/1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan
Kejadian banjir Dua kali setiap
periode 5 tahun
Kondisi Air Tanah Kondisi Aman Peta kondisi air tanah

Proporsi Kawasan
Lindung / RTH
Publik

2>20% luas lahan

UU No 26/2007 tentang
Penataan Ruang

In

dikator: Kualitas Fisik Lingkungan

Buatan

Luasan Perumahan Luasan Hektar Perumahan teratur
Teratur Perumahan biasanya memiliki
teratur > Luasan kualitas lingkungan
Perumahan buatan lebih baik dan
tidak teratur lengkap
Ketersediaan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
jaringan air bersih terlayani > 55% (KepMen Kimpraswil
534/KPTS/M/2001)
Ketersediaan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
jaringan terlayani > 80% (KepMen Kimpraswil
pembuangan air 534/KPTS/M/2001)

limbah domestik

Ruang Terbuka
Hijau

30% luas area

Undang-undang RI No
26/2007 tentang Penataan
Ruang
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Sub Indikator Nilai Ambang Satuan Keterangan
Batas
Persampahan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
terlayani > 80% (KepMen Kimpraswil
534/KPTS/M/2001)
Indikator: Kualitas Lingkungan Sosial
Kepadatan =200 jiwa/ha
penduduk
Tingkat kriminalitas: Per 100.000 | Prescott Allen (2001)
* Pembunuhan/ <80 penduduk
Penganiayaan Per tahun
* Perampokan/ <40
Pencurian
* Perkosaan <20
Tingkat partisipasi =50% Sebagian besar
masyarakat masyarakat memiliki

kemauan untuk
berpartisipasi.

Indikator: Kualitas Lingkungan Manusia/ Sosekbud Masyarakat

IPM:

* Angka Harapan
Hidup

* Persentase
Penduduk melek
huruf

IPM 2 66,0

=70

< persentase
penduduk
melek huruf
nasional

Peringkat Pembangunan

Manusia oleh PBB

menetapkan kategori:

a. Tinggi:IPM 2>80,0

b. Menengah Atas: [IPM
66,0-79,9

c. Menengah Bawah:
IPM 50,0- 65,9

d. Rendah : IPM < 50,0

o Persentase < Persentase Nilai ambang batas AHH:
Penduduk Miskin | penduduk Prescott Allen (2001);
miskin nasional Nasional 69,4 (BPS
Indonesia, 2007).
Persentase melek huruf
nasional 90,9% (BPS
Indonesia, 2007)
Persentase penduduk
miskin nasional 17,75%
(BPS Indonesia, 2007)
Mortalitas Bayi <45 Kematian Prescott Allen (2001)
per 1000 | Nasional 30,8 (BPS
bayi Indonesia, 2007)
Angka < angka Nasional 10,45% (BPS
Pengangguran pengangguran Indonesia, 2007)
nasional

Sumber: Analisa Penulis, 2009
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KESIMPULAN

Daya dukung lingkungan kota dapat digunakan dalam menentukan
kebijakan pembangunan untuk menuju terwujudnya kota yang berke-
lanjutan. Identifikasi daya dukung lingkungan sebagai dasar meren-
canakan pembangunan kota perlu dilakukan secara periodik dan
mencakup aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya, karena keterse-
diaan sumberdaya untuk mendukung kehidupan harus memenuhi
kriteria kebutuhan secara kualitas.

Selain itu, daya dukung lingkungan bukan sesuatu yang bersifat statis
namun dinamis sehingga perlu selalu diupayakan agar kondisinya
tidak terlampaui. Sampai kapan pastinya daya dukung lingkungan
kota terlampaui adalah tergantung pada kemampuan teknologi dan
finansial yang dimiliki kota, preferensi masyarakat dan pengelola
kota, serta pola konsumsi dalam penggunaan sumberdaya. Oleh
karena itu, untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan diperlu-
kan manusia yang hemat penggunaan sumberdaya sekaligus memi-
liki kemampuan inovasi untuk mengembangkan teknologi baru di
bidang pengelolaan lingkungan.
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Bab 5

PENUTUP : LANGKAH KE DEPAN
PEMBANGUNAN KOTA INDONESIA!

Budhy Tjahjati S. Soegijoko

PENDAHULUAN

Bila membicarakan pembangunan kota, maka ada tiga hal utama
yang perlu mendapat perhatian, yaitu urbanisasi, globalisasi dan
keberlanjutan pembangunannya. Dan akhir-akhir ini, perubahan
iklim juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. UN-Habitat
(2008) menyatakan bahwa saat ini 50% penduduk dunia tinggal di
kota-kota dan dalam dua dekade mendatang, angka ini akan menca-
pai 60%. Pada pertengahan abad 21 ini negara-negara berkembang
akan didominasi oleh kawasan perkotaan. Pertumbuhan kotanya me-
rupakan yang tertinggi di dunia. Setiap bulan penduduk kota betam-
bah dengan sekitar 5 juta orang - 95% dari pertumbuhan penduduk
kota di dunia (UN-Habitat, “State of the World’s Cities 2008/2009”,
2008).

Urbanisasi di Asia pun merupakan fenomena yang belum pernah
terjadi sebelumnya. Sekitar 1,1 milyar penduduk dunia akan berpin-
dah ke kota-kota dalam 20 tahun mendatang (ADB, “Managing Asian
Cities”, 2008). Rata-rata pertumbuhannya mencapai 44 juta. Sebagai
perbandingan, London membutuhkan 10 tahun untuk tumbuh dari 1
juta penduduk menjadi 8 juta; Bangkok membutuhkan 45 tahun;
Dhaha 37 tahun; Seoul 25 tahun. Jakarta membutuhkan lebih dari 25
tahun untuk mencapai penduduk (2010) sebesar 9,59 juta jiwa.

Akibat dari urbanisasi yang pesat, maka di tahun 2007 dari 20
megacity (kota berpenduduk lebih dari 10 juta) di dunia (termasuk
Jakarta), 11 berada di Asia, 6 di Amerika/Amerika Latin dan pada
tahun 2025 diperkirakan akan ada 26 megacity: 15 diantaranya berada
di Asia, 6 di Amerika/ Amerika Latin dan 2 di Afrika.
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Tantangan yang dihadapi dengan urbanisasi yang demikian pesat
adalah pertama, penyiapan sistem pengelolaan kota yang handal.
Kedua, mengatasi masalah kemiskinan terkait dengan globalisasi dan
ketiga, mengatasi masalah-masalah lingkungan termasuk perubahan
iklim. Kota-kota selain menghabiskan sumber daya alam juga meru-
pakan penyebab polusi yang terbesar. Dengan demikian, tantangan-
nya adalah bagaimana menghadapinya dipandang dari aspek tiga
dimensi pembangunan berkelanjutan yakni dimensi ekonomi, ling-
kungan dan sosial.

Globalisasi dan kemiskinan merupakan tantangan kedua yang perlu
dihadapi dalam pembangunan perkotaan. Sebagaimana telah disam-
paikan di atas, kota-kota Asia tumbuh dengan kecepatan yang luar
biasa. Megacities (Megapolitan) dalam tahun 2007 sampai tahun 2025
bertambah enam buah (UN-Habitat 2008), empat diantaranya berada
di Asia.

Globalisasi di satu pihak telah dapat meningkatkan perekonomian
dunia, namun tetap belum dapat menghapus kemiskinan. Bahkan
dalam keadaan tertentu, menambah kemiskinan ini dan memperlebar
jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Menghadapi tantangan ini, diusulkan untuk mengatasinya dengan
mengembangkan kota-kota yang layak huni (liveable) dan berkelan-
jutan (sustainable). Pendekatan ini meliputi pengembangan ekonomi
berkelanjutan (sustainable economic growth); perbaikan lingkungan
(improved environment) dan pengembangan sosial yang inklusif
(inclusive social development).

Tantangan ketiga yang perlu dihadapi adalah terkait dengan ling-
kungan - tidak hanya lingkungan fisik namun juga lingkungan sosial
dan ekonomi, ketiganya saling terkait untuk mencapai keberlanjutan
pembangunan kota.

Tantangan keempat yang perlu dihadapi adalah perubahan iklim
global. Semenjak beberapa dekade terakhir, ini merupakan hal utama
yang memerlukan perhatian utama juga. Kejadian-kejadian dalam
empat dekade terakhir, seperti banjir, kekeringan, badai, longsor, dan
kebakaran hutan, terkait dengan perubahan iklim. Akibatnya banyak

486



Penutup: Langkah Ke Depan Pembangunan Kota Indonesia

manusia kehilangan nyawa, penghidupan, hancurnya ekonomi dan
infrastruktur sosial, serta kerusakan lingkungan.

Dalam laporan Bank Dunia (“World Development Report 2009”, World
Bank, 2009) digambarkan bahwa kedepan pertumbuhan ekonomi
akan menjadi tak seimbang, tetapi pembangunan dapat tetap menye-
luruh. Kota-kota bertambah, mobilitas orang-orang semakin tinggi,
produk-produk semakin terspesialisasi. Ini merupakan hal-hal pen-
ting bagi pembangunan. Di satu pihak perubahan-perubahan telah
menciptakan kemakmuran bagi sebagian orang namun sebagian lagi
masih dalam kemiskinan. Seiring dengan berbagai kemajuan-
kemajuan yang menyebabkan mobilitas tinggi dan produk-produk
semakin terspesialisasi, juga telah terjadi globalisasi yang dapat
diamati dari pergerakan-pergerakan produk. Sebagai contoh, pesawat
Airbus; pembuatan bagian-bagiannya (spareparts) serta perakitannya
dibuat di negara yang berbeda-beda - Prancis, Jerman, Spanyol,
Inggris. Negara-negara yang beberapa waktu lalu terpisah-pisah per-
ekonomiannya, kini saling berdagang dalam suatu sistem perda-
gangan global.

Globalisasi terjadi tidak saja dalam tatanan ekonomi namun juga
dalam hal sosial budaya sebagaimana terlihat merebaknya pengaruh
budaya tertentu secara global - produk-produk budaya maupun
semangat budaya; pendidikan dan kesehatan; perpindahan atau per-
gerakan orang. Semua dimungkinkan dengan kemajuan teknologi,
termasuk transportasi.

Dampak globalisasi pada kota-kota sangat luas dan sangat beragam.
Liberalisasi perdagangan dan aliran modal yang lebih leluasa telah
menyebabkan kota-kota (bukan negara-negara) berada di garis ter-
depan dalam kompetisi global. Kota-kota yang memiliki keuntungan-
keuntungan komparatif, misalnya tenaga kerja berpendidikan tinggi,
pelabuhan-pelabuhan dengan lokasi strategis, bandara-bandara serta
infrastruktur dan pelayanan komunikasi dan transportasi lain, telah
dapat memanfaatkan arus globalisasi ini (DPU/UN-Habitat, 2002).
Kota-kota lainnya, dalam upaya memanfaatkan perkembangan kepa-
riwisataan global telah mengeksploitasi warisan-warisan budaya atau
aset-aset fisik unik yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan
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dampak-dampak dalam jangka panjang serta masalah kerbelanjutan/
kelestarian.

Dampak negatif dari globalisasi ini jelas terlihat pada kota-kota yang
cepat tumbuh terutama di negara-negara berkembang. Kurangnya
antisipasi dan perencanaan yang matang telah mengakibatkan tum-
buhnya kawasan-kawasan kumuh, meningkatnya masalah-masalah
sosial, jurang-jurang kemiskinan serta kerusakan-kerusakan ling-
kungan. Kelompok yang terpinggirkan seperti kaum miskin, penyan-
dang cacat, wanita lansia dan anak-anak adalah kelompok yang pa-
ling pertama merasakan dampak-dampak negatif ini dan biasanya
yang terakhir dapat menikmati dampak positif.

Keberlanjutan pembangunan kota (urban sustainability) mensyaratkan
tidak hanya keberlanjutan sosial-ekonomi-budaya, namun juga keber-
lanjutan lingkungan. Sebagai salah satu dampak urbanisasi global,
adalah maraknya pembangunan permukiman informal serta degrada-
si kawasan pusat kota akibat berkembangnya kawasan pinggiran kota
(urban fringe) yang menimbulkan kerusakan dan degradasi ling-
kungan kota serta lingkungan alam sekitarnya. Kebelanjutan ling-
kungan (environment sustainability) terkait dengan dampak polusi dan
konsumen di perko-taan tergantung pada daya dukung lingkungan,
sumber daya alam seperti tanah, air dan energi. Sedangkan seiring
dengan keberlanjutan lingkungan adalah keberlanjutan fisik kota,
yaitu kemampuan pengelola kota untuk meningkatkan kelayakhuni-
an bangunan-bangunan/gedung-gedung beserta sarana prasarana
bagi segenap lapisan masyarakatnya tanpa menganggu atau merusak
lingkungan alamnya. Keberlanjutan fisik ini terkait dengan efisiensi
lingkungan terbangun dalam mendukung ekonomi lokal (DPU, 2002).

Terkait dengan tantangan keempat yaitu perubahan iklim global,
yang telah merupakan suatu kenyataan saat ini, perlu ada pema-
haman dan strategi-strategi menghadapinya. Dampak-dampak dari
perubahan iklim ini meliputi peningkatan suhu global - dari udara,
air dan tanah. Waktu dan lamanya musim juga berubah, tidak dapat
diprediksi. Frekuensi dan derasnya banjir serta angin topan, diikuti
dengan peningkatan permukaan air laut, semuanya akan mempenga-
ruhi kehidupan dan upaya-upaya pembangunan.
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Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan-tantangan global ter-
kait dengan pembangunan perkotaan dengan adanya urbanisasi yang
pesat, diperlukan suatu strategi bagi pengembangan kota yang layak
huni (liveable) dan berkelanjutan (sustainable). Sebagaimana telah diba-
has, keberlanjutan ini tidak hanya menyangkut keberlanjutan ekono-
mi, tetapi juga keberlanjutan sosial-budaya, keberlanjutan ekologi/
lingkungan alam dan lingkungan terbangun (lingkungan fisik) dalam
menghadapi perubahan iklim bahkan keberlanjutan secara politis.
Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dan ditangani para pengelola
kota di abad 21 ini.

GAGASAN-GAGASAN BARU DALAM PENGELOLAAN KOTA
ABAD 21

Menjelang akhir abad 20, kepedulian akan lingkungan dan keberlan-
jutan pembangunan semakin meningkat semenjak pertemuan di Rio
de Janeiro tahun 1992 yang dikenal sebagai “The Earth Summit”. Para
pemimpin dunia dalam Summit (pertemuan puncak) ini menghasil-
kan suatu visi yang komprehensif tentang masa depan, di bawah
bendera “sustainable development”. Lebih dari 160 negara mendukung
suatu rencana tindak global yang disebut “Agenda 21”. Agenda 21 ini
menekankan pentingnya tindakan-tindakan lokal (local action) sebagai
jalur utama menuju keberlanjutan. Empat tahun kemudian (1996) di
Istanbul, dirumuskan Agenda Habitat yang menggaris bawahi pen-
tingnya memberikan perhatian utama pada urbanisasi dengan
masalah-masalah terkait seperti pertanahan, perumahan dan pengelo-
laan perkotaan. Ditekankan perlunya menyediakan permukiman
yang memadai bagi semua secara berkelanjutan. Pada awal abad 21,
urbanisasi, lingkungan dan pembangunan merupakan perhatian uta-
ma masyarakat dunia.

Agenda 21 dan Agenda Habitat merupakan dua tonggak utama dari
pergerakan perspektif dunia pada dekade 90an, dari pandangan yang
mendikotomikan lingkungan versus pembangunan dalam dekade
70an-80an, menjadi pendekatan baru yang mengakui bahwa masalah-
masalah lingkungan terkait erat dengan proses-proses pembangunan
sosial dan ekonomi. Dekade pertama abad 21 ini telah melahirkan
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konsep-konsep baru mengenai keberlanjutan kota-kota (antara lain
Ooi, 2005; Newman dan Jennings, 2008; Kahn, 2006; ADB, 2008, dlI).

Proses urbanisasi yang demikian pesat di negara-negara berkembang
di Asia telah menimbulkan beban yang berat bagi infrastruktur kita,
kesejahteraan manusia, kualitas hidup di perkotaan, integritas buda-
ya dan struktur sosial-ekonomi kehidupan kota.

Dengan urbanisasi yang pesat, penduduk yang tinggal di perkotaan
akan semakin bertambah. Beban yang diakibatkan hal ini menjadi
berat dan akan semakin berat bagi wilayah di sekitar kota (hinterland-
nya). Implikasi kecenderungan pertumbuhan dan persebaran pendu-
duk perkotaan ini membutuhkan suatu konsep terkait dengan keber-
lanjutan. Dalam konteks ubanisasi, pembangunan perkotaan berke-
lanjutan merupakan hal yang mutlak diperhatikan.

Selanjutnya, pandangan yang berkembang terkait dengan pem-
bangunan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan tidak semata
tertuju pada aspek fisik, tapi juga aspek sosial, menciptakan komu-
nitas yang berkelanjutan sehingga pembangunan tidak hanya menca-
pai pertumbuhan tetapi juga penyebarannya secara merata.

Keberlanjutan terkait dengan lingkungan mensyaratkan bahwa pem-
bangunan perlu pula melestarikan lingkungan, bukan merusaknya
atau mendegradasikannya. Kepedulian pada ekologi tidak hanya me-
nanggulangi masalah lingkungan perkotaan seperti kualitas air dan
udara tapi mencakup lingkup yang lebih luas, yaitu kehidupan secara
menyeluruh, termasuk upaya dalam menghadapi perubahan iklim.
Konsep keberlanjutan dikaitkan dengan pembangunan perkotaan,
menghadapi masalah perkotaan yang penuh sesak, degradasi ling-
kungan, dampak bencana dan perubahan iklim, pengangguran, masa-
lah sosial dan perumahan yang tidak memadai, keterbatasan infra-
struktur serta pelayanan dasar yang terjangkau.

Masalah lingkungan terutama disebabkan pola produksi-konsumsi,
limbah, polusi udara dan air di kawasan perkotaan. Hal-hal ini terkait
dengan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Menghadapi masalah
tersebut, yakni masalah keberlanjutan pembangunan kota, diusulkan
untuk melihat kota sebagai ekosistem yang berkelanjutan (Norman &
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Jennings, 2008) dengan alasan bahwa “keberlanjutan hanya dapat
dicapai bila kota dipandang sebagai suatu sistem yang berkaitan dan
secara ekologi berimbang satu dengan lainnya” (Marcotullio & Boyle
dalam Newman & Jennings). Dalam konsep ini manusia dipandang
sebagai bagian dari sistem sosio-ekologis dengan fokus pada
hubungan-hubungan dan proses yang mendukung kehidupan. Untuk
mencapai keberlanjutan kota, ada beberapa prinsip yang perlu dianut,
diantaranya adalah prinsip bahwa kota-kota perlu mempunyai visi
jangka panjang berdasarkan keberlanjutan antar generasi, kondisi
sosial, ekonomi dan individualitas kotanya. Prinsip kedua adalah
tercapainya jaminan (security) ekonomi dan sosial jangka panjang.
Prinsip-prinsip berikutnya terkait dengan perhatian pada pelestarian
keberagaman hayati, tapak ekologis (ecological footprint), pemberdaya-
an dan pelibatan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, dan seba-
gainya. Prinsip-prinsip tersebut disebut sebagai “Melbourne Principles
for Sustainable Cities” (Newman & Jennings, 2008).

Selain konsep keberlanjutan pembangunan perkotaan, gagasan yang
diajukan oleh UN-Habitat dalam laporannya “State of the World's
Cities 2008/2009” adalah perlunya menciptakan kota layak huni
(liveable cities) melalui pengharmonisan antara aspek-aspek fisik, so-
sial, lingkungan dan budaya suatu kota dengan penghuninya. Lebih
lanjut dinyatakan bahwa toleransi, keadilan sosial, kesetaraan dan
tata pemerintahan yang baik saling terkait dan sama pentingnya bagi
pembangunan kota berkelanjutan dengan perencanaan pembangun-
an fisik. Penyelesaian bagi pembangunan kota berlekanjutan adalah
dengan perencanaan yang memperhatikan dan menanganinya secara
terpadu untuk terciptanya suatu kota yang layak huni.

Kota yang layak huni adalah kota yang harmonis dan kondisi ini akan
tercapai bila ada keharmonsian antara penghuninya dan berbagai as-
pek tersebut di atas. Kota harmonis adalah kota yang dapat mencapai
perimbangan antara pertumbuhan, pengikutsertaan, keberlanjutan
lingkungan dan tata pemerintahannya (governance).

Kota dapat dikatakan harmonis apabila ada pemerataan dalam peme-
nuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warganya seperti perumahan,
pelayanan kesehatan dan pendidikan; ada pemerataan dalam peman-
faatan sumber daya alam maupun buatan, kesempatan-kesempatan
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memperoleh lapangan pekerjaan. Harmoni baru tercapai bila kehi-
dupan di kota tidak merusak lingkungan.

Dalam menghadapi masalah-masalah perkotaan akibat urbanisasi,
globalisasi, dan kepedulian akan lingkungan termasuk dampak peru-
bahan iklim, ada tiga aspek kunci terkait dengan pencapaian harmoni
dalam rangka terciptanya kota-kota yang layak huni (UN-Habitat
2008), yang pertama adalah harmoni dalam keruangan atau wilayah,
yaitu mengatasi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan
antar kota, antara kota dan desa dan antar kawasan dalam kota.
Peranan pemerintah adalah penting dalam upaya mengatasi ketim-
pangan-ketimpangan atau ketidakseimbangan ini, antara lain melalui
investasi-investasi yang terarah dan konsisten dalam penyediaan
sarana prasarana transportasi dan telekomunikasi.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah harmoni sosial. Ini
merupakan hal penting karena kondisi di perkotaan semakin timpang
antar kawasan dan antar golongan. Ini dapat menimbulkan konflik
sosial, kejahatan dan marginalisasi, makin besarnya jurang pemisah
antar golongan. Pada akhirnya, keberlanjutan pembangunan sosial
ekonomi tak dapat tercapai. Intervensi yang terarah dan terfokus
untuk membantu kaum miskin (pro poor) agar dapat meredam ketim-
pangan sosial.

Aspek yang ketiga adalah harmoni lingkungan (environmnental
harmony). Kota merupakan pusat yang dapat mencapai harmoni ling-
kungan karena dapat mengurangi beban pada sumber alam serta
pemanfaatannya dan mempengaruhi kualitas udara, air, tanah serta
lingkungan hidup pada umumnya. Kota-kota juga dapat mengatasi
atau mempengaruhi dampak perubahan iklim global karena dapat
lebih efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber alam. Suatu kota
yang terencana, dengan transportasi yang ramah lingkungan dapat
mempunyai dampak positif terhadap lingkungan.

Tantangannya adalah bagaimana merencanakan kota yang harmonis,
yang layak huni dan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan segenap
pemangku kepentingan, tidak hanya pihak pemerintah. Diperlukan
komitmen pada pembangunan kota yang pro-poor dan inklusif, kerja-
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sama dan koordinasi antara setiap tingkatan pemerintah, serta visi
dan kemauan politik yang sama.

URBANISASI DAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI
INDONESIA

Sebagaimana halnya di dunia dan di Asia, maka Indonesia pun
mengalami urbanisasi pesat. Bilamana pada tahun 1980 urbanisasi
Indonesia (persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan)
mencapai 22,3%; tahun 1990 mencapai 30,9%; tahun 2000 mencapai
42,4% maka diperkirakan tahun 2025 telah mencapai 68,2% (Mita
Noveria, 2009).

Penduduk perkotaan ini tersebar di kota-kota dengan pelbagai kate-
gori. Pada tahun 1990, 40% berada di kota-kota metropolitan dan be-
sar (masing-masing berpenduduk di atas 1 juta dan diantara 500.000-1
juta); 20% di kota-kota menengah (penduduk antara 100.000-500.000);
dan 40% di kota-kota kecil (penduduk <100.000) pada tahun itu.

Hampir 100% penduduk Jakarta adalah penduduk urban. Indonesia
mempunyai 30,90% penduduk urban dan provinsi yang mempunyai
persentase penduduk urban lebih dari 30% meliputi provinsi
Kalimantan Timur (48,78%); DI Yogyakarta (44,42%); Sumatera Utara
(35,48%); Jawa Barat (34,51%) dan Provinsi Riau (31,67%). Keenam
provinsi ini mempunyai persentase penduduk urban di atas rata-rata
nasional. Pada tahun 2005, komposisi ini berubah. Persentase pendu-
duk urban secara nasional mencapai 43,12%. Persebaran persentase
penduduk di atas rata-rata nasional adalah DKI Jakarta (100%), DI
Yogyakarta (59,14%), Kalimantan Timur (56,45%), Jawa Barat
(51,56%), Bali (50,7 %), dan Sumatera Utara (45,86%), lihat Tabel 5.1.

Jawa-Bali tetap mempunyai persentase tinggi, diikuti oleh
Kalimantan Timur dan Sumatera Utara. Menurut Firman dan
Soegijoko (Pembangunan kota Indonesia dalam Abad 21, URDI &
YSS, 2005), dalam tahun 2005 diperkirakan total penduduk kota di
Indonesia telah mencapai sekitar 105 juta jiwa (sekitar 43,12%),
dengan persebaran per provinsi seperti dalam Tabel 5.2.
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Tabel 5.1
Persentase Penduduk Perkotaan Provinsi di atas Rata-Rata Nasional
Tahun 1990 - 2005

Provinsi 1990 1995 2000 2005
Sumatera Utara 35,48 41,09 42,64 45,86
Riau 31,67 34,36 43,30 36,59
DKI Jakarta 99,62 100,0 100,0 100,0
Jawa Barat 34,51 42,69 50,31 51,56
DI Yogyakarta 44 42 58,05 57,64 59,14
Bali 26,43 34,31 49,74 50,70
Kalimantan Timur 48,78 50,22 57,75 56,45
Indonesia 30,90 35,91 42,43 43,12

Sumber: BPS, 2007 dan Chotib, 2002 dalam Romdiati

Selanjutnya dikatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk kota-kota
besar/metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan
Semarang relatif rendah - berkisar antara 0,16 % sampai dengan 0,90%
per tahun dalam kurun waktu 1990-2000. Namun laju pertumbuhan
penduduk di kecamatan dan kabupaten sekitar kota-kota besar terse-
but relatif sangat tinggi. Misalnya Kabupaten (saat ini) Bekasi dan
Tangerang mempunyai laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,13%
per tahun; Kabupaten Sidoarjo 3,0%.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut mencerminkan sejalan per-
kembangan kawasan pinggiran kota-kota kecil dan menengah
(jumlah penduduk antara 100.000-500.000 jiwa), terutama di Jawa,
sangat rendah laju pertumbuhannya yaitu 1,35%. Gejala ini menun-
jukkan bahwa kemungkinan kota-kota kecil dan menengah kurang
berperan dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan kota-kota
besar dengan kawasan pinggirannya. Kegiatan ekonomi di Indonesia
masih sangat didominasi kota-kota besar/metropolitan. Kehadiran
dan fungsi kota-kota besar ini sebagai pusat kegiatan ekonomi nasio-
nal dan berbagai fungsi lainnya, dengan jumlah penduduknya yang
signifikan perlu dihadapi. Kebutuhan akan infrastruktur (antara lain
energi, transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain), perumahan yang
memadai perlu ditangani.
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Tabel 5.2

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Menurut Provinsi, Indonesia,
Tahun 1971 - 2005

Provinsi Tingkat Pertumbuhan
1971 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2005

DI Aceh 11,32 8,75 (-)0,10 -
Sumatera Utara 15,63 5,51 3,03 1,78
Sumatera Barat 6,89 6,44 4,26 2,12
Riau 20,17 33,33 7,00 (-) 4,10
Jambi 2,06 8,99 4,65 0,93,
Sumatera Selatan 11,76 3,87 2,47 (-) 0,81
Bengkulu 9,63 12,74 6,70 (-) 0,88
Lampung 17,32 2,64 6,55 1,09
Bangka Belitung - - - 1,99
Kep. Riau - - - -
DKI Jakarta 11,40 3,08 0,14 1,15
Jawa Barat 17,70 7,78 3,94 2,21
Jawa Tengah 17,26 4,93 4,91 0,75
DI. Yogyakarta 13,02 7,86 3,35 1,87
Jawa Timur 13,81 4,54 4,77 0,71
Banten - - - 2,38
Bali 14,87 7,29 7,86 1,82
Nusa Tenggara barat 17,33 4,17 8,82 1,83
Nusa Tenggara Timur 12,48 6,12 4,69 2,38
Kalimantan Barat 15,83 4,45 4,33 2,01
Kalimantan Tengah 9,08 9,58 7,53 1,76
Kalimantan Selatan 7,67 4,78 4,37 2,93
Kalimantan Timur 13,90 6,55 4,42 2,59
Sulawesi Utara 8,50 4,75 2,87 1,84
Sulawesi Tengah 17,44 9,31 3,64 2,62
Sulawesi Selatan 10,00 4,56 3,04 1,99
Sulawesi Tenggara 15,78 10,06 4,99 2,70
Gorontalo - - - 2,48
Maluku 8,25 8,71 (-) 1,93 4,35
Maluku Utara - - - 0,98
Irian Jaya 11,61 5,23 0,68 8,53
Indonesia -13,87 5,37 4,41 1,51

Sumber: BPS, dihitung dari Sensus Penduduk Indonesia tahun 1971, 1980, 1990,
2000, dan Supas 2005, dalam Romdiati

Masalah lingkungan akibat pertumbuhan kota-kota seperti pencemar-
an air, tanah, udara, kemacetan lalu lintas; masalah-masalah sosial-
ekonomi seperti kemiskinan, kriminalitas, konflik antar warga,

pengangguran, dan sebagainya memerlukan perhatian pula.
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Akhir-akhir ini, salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di
Indonesia adalah adanya perubahan iklim dan pelbagai bencana
terkait seperti banjir dan longsor. Perlu dikembangkan kebijakan dan
strategi untuk mitigasi dan adaptasi menghadapinya, terutama di
kota-kota.

ISU UTAMA PEMBANGUNAN KOTA DI INDONESIA

Isu-isu utama yang dihadapi dalam pembangunan kota Indonesia
abad 21 ini dapat dikelompokan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Urbanisasi

2. Globalisasi dan kemiskinan

3. Kualitas lingkungan kota, termasuk menghadapi dampak peruba-
han iklim

Masalah urbanisasi telah dibahas diatas, terkait masalah urbanisasi
ini adalah meluasnya dan semrawutnya wilayah pinggiran kota.

Masalah gobalisasi, terkait dengan masalah kemiskinan, ketidakmera-
taan kesempatan berpartisipasi dan akses pada hasil pembangunan.
Globalisasi dengan kemajuan teknologi telah merambah tidak hanya
di tingkat nasional tapi juga telah berdampak di tingkat lokal. Glo-
balisasi ini dapat dilihat dampaknya dari lima aspek dimensi: aspek
ekonomi; aspek sosio-ekonomi; aspek politik; aspek budaya dan
aspek tata ruang kota (S. R. Soegijoko, URDI/YSS, 2005). Kelima as-
pek multi dimensi tersebut dapat digunakan untuk mengukur dam-
pak globalisasi terhadap pembangunan kota di Indonesia.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa proses glo-
balisasi yang memang tak dapat dihindari, serta dampak dari proses
ini lebih signifikan dirasakan di kota-kota yang lebih besar. Kota
besar cenderung lebih memiliki faktor pendukung masuknya proses
globalisasi seperti misalnya kemajuan teknologi di bidang transpor-
tasi dan telekomunikasi, pelayanan jasa perbankan, hukum, SDM
yang handal, dan sebagainya. Akibatnya kota-kota besar lebih mam-
pu menarik dan mengambil manfaat dari proses globalisasi. Hal ini
dapat meningkatkan kesenjangan yang semakin besar antara kota-

496



Penutup: Langkah Ke Depan Pembangunan Kota Indonesia

kota besar dengan kota-kota kecil; kesenjangan internal kota seperti
kesenjangan pendapatan, pengucilan sosial terkait dengan kemiskin-
an. Dampak lain dari globalisasi di samping kesenjangan adalah hi-
langnya nilai budaya lokal bahkan nasional.

Walaupun dampak globalisasi lebih dirasakan di kota-kota besar,
kota-kota kecil di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruhnya, antara
lain melalui dampak tata ruang, dampak budaya luar yang mengge-
ser budaya lokal, dan sebagainya. Globalisasi juga terkait dengan
kemiskinan karena dampak kesenjangan pada akses menikmati
keuntungan-keuntungan yang disebabkan globalisasi. Keuntungan-
keuntungan ini tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan
masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat makin tersisihkan karena
tuntutan-tuntutan untuk ikut terlibat, tidak dapat mereka penubhi.
Misalnya, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan,
membuat mereka tersisihkan dan menjadi semakin terbatas opsi-opsi
ekonomi mereka.

Dalam proses menuju pembangunan kota berkelanjutan, di samping
aspek ekonomi dan sosial, perlu diperhatikan pula masalah ling-
kungan dari pembangunan kota. Khususnya kualitas lingkungan
hidup perkotaan seperti kualitas air, udara, tanah, kondisi lingkungan
permukiman, dan sebagainya. Kualitas lingkungan juga menjadi se-
makin menurun terkait dengan makin mengglobalnya sistem-sistem
dalam kehidupan, seperti misalnya dampak pada sumber-sumber
daya alam, air dan udara pada perubahan iklim. Kembali lagi yang
paling merasakan dampaknya adalah kelompok-kelompok yang ren-
tan seperti masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang tua dan
berkemampuan terbatas (difabel).

Masalah lingkungan lain, terkait dengan masalah yang akhir-akhir ini
banyak dibahas yaitu perubahan iklim, banjir dan bencana alam se-
perti tanah longsor. Bagaimana kota dan masyarakat kota memitigasi
dan beradaptasi menghadapinya.

Isu-su strategis pembangunan kota seperti yang dibahas di atas selan-
jutnya dapat dilihat sebagai permasalahan eksternal kota, yaitu
masalah-masalah yang lingkupnya di luar kota itu sendiri, dan
masalah internal kota. Permasalahan dalam lingkup eksternal kota
dapat diartikan terkait dengan permasalahan pembangunan regional
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(wilayah). Termasuk disini antara lain ketidakseimbangan pertum-
buhan antar kota, antar desa dan kota, belum berkembangnya
wilayah-wilayah yang potensial dan strategis untuk cepat berkem-
bang, masih banyaknya wilayah yang masih tertinggal. Sedangkan
masalah-masalah internal kota merupakan masalah yang telah sering
didengar seperti antara lain kemiskinan di perkotaan, kualitas ling-
kungan hidup, keamanan dan ketertiban kota, dan sebagainya (Gita
Chandrika Napitupulu, 2005). Masalah internal dan eksternal kota ini
saling terkait dan saling mempengaruhi.

Beberapa pendekatan dan konsep yang dikemukakan untuk mengha-
dapi pembangunan kota-kota di Indonesia sebagaimana halnya di
negara-negara lain, adalah perlunya menyelesaikan masalah-masalah
urbanisasi, globalisasi dan lingkungan. Dalam “Pembangunan Kota
di Indonesia dalam Abad 21” (YSS & URDI, 2008) disimpulkan seba-
gai berikut :

1. Kota tidak berdiri sendiri, terkait dengan kota lainnya, baik secara
global maupun secara nasional, bahkan dengan perdesaan. Kebi-
jakan pengembangan kota di tingkat nasional maupun di tingkat
lokal perlu memperhatikan keterkaitan ini;

2. Dalam menghadapi masalah urbanisasi dan konsentrasi pendu-
duk perkotaan di kawasan-kawasan tertentu (seperti Jabodetabek-
jur) perlu menserasikan pembangunan kota dan memberi perha-
tian pada kota-kota kedua (secondary cities) dan desa-desa. Keter-
kaitan desa-kota masih tetap penting dan dirinci lebih jauh dalam
konsep ini;

3. Globalisasi dapat dilihat dampaknya dalam lima aspek/dimensi -
ekonomi, politik, sosial, budaya, tataruang kota - akan mewarnai
perkembangan dan strategi pembangunan kota yang sudah atau
akan terkait dalam suatu sistem global;

4. Konsep tentang pengembangan ekonomi lokal perlu memperha-
tikan beberapa faktor, antara lain keputusan-keputusan apa yang
dibuat di pusat atau di daerah, pihak-pihak yang terlibat atau per-
lu dilibatkan, perlunya kerjasama antar daerah dan rambu-rambu
lainnya terkait dengan pengembangan ekonomi lokal, pengem-
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bangan ekonomi lokal, perlu menyertakan ekonomi informal kare-
na merupakan potensi yang masih terabaikan;

5. Konsep “people centered development” perlu memperoleh perhatian
khusus agar dapat mengembangkan pendekatan yang inklusif,
tidak merusak modal sosial (social fabric) dan budaya lokal yang
ada.

Tidak kalah pentingnya adalah penanganan masalah lingkungan
alam, termasuk menghadapi perubahan iklim untuk menuju pem-
bangunan kota berkelanjutan dan terciptanya kota yang layak huni.
Pengelolaan pembangunan kota merupakan hal kunci dalam upaya
tersebut.

Gagasan-gagasan baru yang dibahas di depan merupakan panduan
bagi pendekatan dan konsep pembangunan kota-kota di Indonesia,
yakni pembangunan berkelanjutan, kota dipandang sebagai subatu
sistem ekologis dan konsep kota yang layak huni. Ketiga-tiganya
telah banyak diwacanakan dalam perencanaan dan strategi
pembangunan kota. Mungkin yang kurang banyak dibicarakan atau
dibahas adalah cara pandang kota sebagai suatu sistem ekologis,
sebagai sesuatu yang hidup (living cities).

LANGKAH KE DEPAN

Perkembangan kota secara global diwarnai urbanisasi yang pesat ter-
utama di Asia. Megacity bahkan mega urban regions akan/telah mun-
cul di kawasan ini. Globalisasi kegiatan ekonomi juga telah terjadi,
dengan kemajuan teknologi industri dan telekomunikasi serta sistem
informasi. Dunia telah menciut dalam ruang maupun dalam waktu
(Spatial and Temporal). Globalisasi juga terjadi dalam aspek-aspek lain:
Sosial (kesehatan dan pendidikan); budaya dunia yang telah me-
nyingkirkan budaya-budaya lokal; politik terkait dengan demokra-
tisasi dan partisipasi.

Sebagai reaksi maka gagasan-gagasan baru pembangunan terutama

perkotaan telah timbul untuk menghadapi tantangan-tantangan
urbanisasi dan globalisasi yang begitu pesat serta dampaknya pada
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lingkungan global (global warming, rising sea levels, climate change)
maupun lokal (perubahan iklim, menyusutnya sumber-sumber daya
alam, kerusakan akibat ulah manusia). Gagasan-gagasan baru terse-
but dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan, yakni penciptaan
pembangunan kota yang berkelanjutan dan penciptaan kota layak
huni yang harmonis (harmoni dalam ruang, harmoni sosial dan har-
moni lingkungan).

Dalam pendekatan-pendekatan baru ini maka perhatian pada ling-
kungan, pendekatan partisipatori dan inklusif melibatkan para stake-
holder, dan pergeseran fungsi pemerintahan dalam pembangunan
merupakan fungsi konsep-konsep kunci di dunia.

Keadaan urbanisasi di Indonesia pun tidak banyak berbeda. Globa-
lisasi dan pola urbanisasi (pengelompokan penduduk di pembangun-
an kawasan-kawasan tertentu), ketimpangan-ketimpangan yang terja-
di sebagai akibat mensyaratkan agar lebih memperhatikan sistem
perkotaan, serta meningkatkan perhatian pada kota-kota sekunder
(secondary cities) dan pada pedesaan.

Dari pelbagai contoh best/good practices baik di Indonesia maupun di
luar negeri, dapat disimpulkan bahwa governance atau tata kelola
pemerintahan dan manajemen pembangunan merupakan aspek kunci
dalam upaya-upaya pembangunan kota maupun kabupaten untuk
menangani pelbagai permasalahan serta melaksanakan kebijakan-
kebijakan baik dari pusat maupun daerah.

Telah banyak dikemukakan bahwa terkait dengan governance tadi,
perlu adanya pimpinan (leadership) yang visioner, kreatif, berjiwa
wirausaha, berani bertindak dan bertanggungjawab. Itu dari segi
kepemimpinannya. Berikut adalah segi keberlanjutan. Bila seorang
(atau kelompok pimpinan), telah dapat menciptakan terobosan-
terobosan (seperti contoh di Solo, di Pekalongan, di Tarakan, dan
sebagainya), bagaimana dapat melestarikan bahkan mengembangkan
dan memulaikan terobosan-terobosan tersebut.

Nampaknya, langkah ke depan atau “the way forward” ini, diwaktu

mendatang perlu labih diarahkan pada pemerintahan (governance)
dan kelembagaan (institutions). Masalah-masalah teknis (termasuk
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aspek lingkungan) dan pendanaan, telah banyak ditangani. Tentu
masih banyak yang perlu dilakukan atau dikembangkan, akan tetapi
isu kelembagaan dan pemerintahan ini ke depan merupakan fokus
kunci yang perlu diperhatikan dan dikembangkan, terkait dengan
pembangunan perkotaan Indonesia abad 21 ini. Terkait dengan hal
tersebut, adalah peningkatan kapasitas para stakeholder dan pengelola-
an pengetahuan (knowledge management).

Catatan

1. Disadur dan dilengkapi dari “ Manajemen Indonesia Menghadapi Persaingan
Global Abad 21”7, dalam buku “Arsitek Indonesia Menghadapi Tantangan
Globalisasi”, dalam rangka Mangayubagya Purna Tugas. Penyunting: Prof.Ir. Edy
Dawmawan, M.Eng dkk. 2009.
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4.2.2

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KOTA
DILANDASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Endrawati Fatimah

LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu akan
membawa konsekuensi pada makin tingginya beban yang harus di-
dukung oleh lingkungan. Munculnya berbagai permasalahan ling-
kungan di perkotaan merupakan indikasi telah terlampauinya daya
dukung lingkungannya. Seperti dikatakan oleh Rees (1990), kerusak-
an lingkungan terjadi jika beban pada lingkungan karena manusia
dan aktivitasnya melebihi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan lingkungan akibat telah terlampauinya daya dukung
lingkungan kota antara lain terjadinya masalah keterbatasan penye-
diaan prasarana dan sarana lingkungan, polusi udara dan air, menu-
runnya kualitas sumberdaya, dan bencana alam (Leitmann, 1999).
Permasalahan tersebut juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan perlu
terlebih dahulu diidentifikasi daya dukung lingkungan yang dimiliki
suatu kota untuk menyusun rencana tata ruang kota yang berfungsi
sebagai dasar pembangunan kota.

PENGERTIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung
lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Sementara itu dalam konteks ekologi, carrying capacity (daya dukung
lingkungan) suatu ekosistem adalah ukuran/jumlah populasi atau
komunitas yang sebenarnya dapat didukung oleh ketersediaan
sumberdaya dan jasa pada ekosistem tersebut (Hart, 2006). Pengertian
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tersebut mengandung arti bahwa daya dukung lingkungan terkait
hanya pada modal alam. Menurut Salim (2006), modal alam meliputi
sumberdaya alam dan jasa ekosistem.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep carrying capacity
merupakan “modal” yang dimiliki suatu ekosistem yang meliputi
tidak hanya modal alam, namun juga modal manusia, modal sosial
dan modal sumberdaya buatan yang keempatnya biasa disebut
modal komunitas (Hart, 2006). Pengertian Modal komunitas adalah:

"the natural, human, social, and built capital from which a
community receives benefits and on which the community
relies for continued existence. All four types of capital are
necessary for communities to function. All four types of capital
need to be managed by a community. All four types of capital
need to be cared for, nurtured and improved overtimes” (Hart,
2006).

Pengertian dari modal manusia adalah kemampuan setiap individu
dalam hal ketrampilan, kesehatan fisik dan mental serta pendidikan
yang mencerminkan kualitas jasmani-rohani orang (Salim, 2006; Hart,
2006). Sedangkan modal sosial adalah hubungan yang terjadi dalam
suatu komunitas atau cara orang berinteraksi dan berhubungan
dengan orang lain dalam satu komunitas (Hart, 2006). Modal sosial
berupa modal sosial sipil dan modal sosial pemerintah. Modal sosial
sipil berwujud interaksi tingkat mikro rumah tangga/perusahaan
yang dipengaruhi nilai kepercayaan, sikap dan norma kelakuan.
Modal sosial pemerintahan berupa interaksi tingkat makro berkaitan
dengan hukum, aturan, prosedur, good governance cerminan kredi-
bilitas pemerintah (Salim, 2006). Modal manusia dan sosial akan
mempengaruhi besarnya beban terhadap lingkungan karena dapat
mempengaruhi perilaku serta pola konsumsi sumberdaya alam.

Modal lingkungan buatan merupakan hasil rekayasa manusia untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang tergantung pada teknologi yang
dimiliki serta kemampuan pemerintah dalam pengelolaan maupun
penyediaan tambahan pasokan sumberdaya alam. Modal lingkungan
buatan termasuk infrastruktur jalan, jaringan air bersih, jaringan
drainase, sistem pengolahan limbah cair, sistem pengolahan limbah
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padat, ruang publik, ruang terbuka hijau kota, bangunan industri,
bangunan rumah dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka daya dukung lingkungan
hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi daya dukung
lingkungan fisik dan daya dukung lingkungan non-fisik. Daya du-
kung lingkungan fisik meliputi daya dukung air, udara dan lahan
baik alami maupun buatan. Daya dukung non-fisik atau disebut juga
daya dukung sosial mencakup aspek modal manusia dan modal
sosial. Pada lingkungan kota dimana modal alam sangat terbatas, mo-
dal manusia, sosial dan lingkungan buatan adalah faktor yang sangat
penting dan berperan untuk menentukan daya dukung lingkungan-
nya. Secara skematik, daya dukung lingkungan dapat digambarkan
sebagai berikut:

DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN
v v
DAYA DUKUNG - - DAYA DUKUNG
LINGKUNG AN FISIK - ”| LINGKUNGAN SOSIAL
MODAL MODAL MODAL MANUSIA MODAL SOSIAL
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
ALAM RUATAN
Gambar 3.3.2.1

Skema Daya Dukung Lingkungan

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KAITANNYA DENGAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terdapat banyak definisi pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Sejak tahun 1979 hingga 1997, ada 57 definisi yang telah
dicetuskan para ahli (Murcott, 1997; Rogers et al, 2008). Akan tetapi,
definisi yang biasanya dikutip dalam pustaka adalah definisi yang
dikenal sebagai Brundtland Commission’s Report. Pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) didefinisikan:
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"The human ability of humanity to ensure that it meets the needs
of the present without compromising the ability of the future
generations to meet their own needs. Sustainable development is
not a fixed state of harmony, but rather a process of change in
which the exploitation of resources, the direction of investments,
the orientation of technological development and institutional
changes are made consistent with future as well present needs”
(World Commission on Environment and Development
dalam Murcott, 1997)

Sementara Hardjasoemantri (2005) mengartikan bahwa pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Penger-
tian itu mengandung arti bahwa:

1.

Untuk memenuhi kebutuhan harus ada dua kata kunci yang
menyertainya yaitu development dan sustainable. Ada tiga kategori
besar pada ”sustained” yaitu alam, sistem pendukung kehidupan
dan komunitas, sedangkan yang harus di “developed” adalah
sumber daya manusia, ekonomi dan sosial (Board of Sustainable
Development, US Nation Academy of Sciences dalam Kates et al,
2005).

Konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan yaitu keseimbang-
an antara konsep kebutuhan dan keterbatasan. Konsep pemenuh-
an kebutuhan difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia, sementara konsep keterbatasan adalah ketersediaan dan
kapasitas yang dimiliki lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

Segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada
periode sekarang harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka
panjang.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh ting-
kat pemanfaatan sumberdaya, investasi pembangunan, teknologi
yang digunakan serta kapasitas institusi pengelola.

Pembangunan berkelanjutan mencakup dimensi ekonomi, lingkung-
an, dan sosial. Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan ti-
dak mungkin terlepas dari keterkaitan antar tiga pilar pembangunan
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tersebut. Keterkaitan antar ketiga pilar pembangunan tersebut dalam
konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perkembangan.
Konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini dianggap paling
tepat untuk diterapkan adalah konsep Concentric Rings seperti diilus-
trasikan pada gambar berikut ini:

Environment

Sumber: Graymore, 2005; Hart, 2006
Gambar 3.3.2.2
Konsep Pembangunan Berkelanjutan Concentric Rings

Konsep pembangunan berkelanjutan Concentric Rings menunjukkan
adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan
sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dalam kaitannya
dengan sumberdaya alam, lingkaran ekonomi dan sosial dapat dilihat
sebagai demand terhadap sumberdaya alam, dan lingkaran lingkung-
an adalah sebagai supply sumberdaya alam. Untuk mencapai keber-
lanjutan, pengembangan ekonomi dan sosial tidak boleh melampaui
batas lingkaran lingkungan tersebut. Batas area yang terbentuk oleh
lingkaran lingkungan tersebut dalam konteks pembangunan berke-
lanjutan adalah apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan.

Konsep concentric rings menunjukkan bahwa dasar dari tercapainya
sasaran pembangunan berkelanjutan adalah pemahaman tentang se-
berapa besar daya dukung lingkungan suatu wilayah. Dengan kata
lain daya dukung lingkungan dalam konsep concentric rings dipan-
dang sebagai pembatas perkembangan (Graymore, 2005; Hart, 2006;
Sustainable Development Communications Network, 2008). Oleh
karena itu, untuk merencanakan pembangunan sosial dan pem-
bangunan ekonomi pada suatu wilayah perlu dipahami terlebih
dahulu kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut.
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DAYA DUKUNG LINGKUNGAN SEBAGAI LANDASAN
PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN

Salah satu model daya dukung lingkungan kota yang sudah dikem-
bangkan adalah memfokuskan pada sumberdaya lahan dan sumber-
daya air ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya.
Status daya dukung lingkungan kota dapat diilustrasikan sebagai
berikut:

Status DDL Kota=Y =f (S, D)
f=(Y1,Y2, Y3 Y Y5 Y6, Y7, Y8,)ccccooererrerrerennne. 1)

Keterangan:
Status DDL Kota = Status daya dukung lingkungan
S = Supply (ketersediaan) sumberdaya mencakup Y1, Y3, Y5, Y7, Ys.
D = Demand (kebutuhan) sumberdaya mencakup Y2, Y4, Ye.
Y1 = ketersediaan jumlah sumberdaya air
Y2 =kebutuhan jumlah sumber daya air
Y3 =besarnya beban limbah cair yang mampu ditampung badan air
Y4 =besarnya beban limbah cair yang dibuang ke badan air
Y5 = ketersediaan lahan untuk pembangunan
Yé =kebutuhan lahan untuk pembangunan
Y7 =Kondisi kualitas kawasan lindung
Ys =Kondisi kualitas kawasan budidaya

Berdasarkan pada hal tersebut, nilai status daya dukung lingkungan

adalah:

S = D= Daya dukung lingkungan belum terlampaui yaitu jika Y1>Y»,
Ys2Ys, Ys2Ys, Yr2kriteria kualitas kawasan lindung, dan
Yg=kriteria kualitas kawasan budidaya

S < D = Daya dukung lingkungan terlampaui yaitu jika Y1<Y», Y3<Y4,
Ys5<Yes, Ys<kriteria kualitas kawasan lindung, dan Ysg<kriteria
kualitas kawasan budidaya

Pada kondisi supply diasumsikan tetap, jumlah populasi yang mampu
didukung (daya dukung lingkungan) akan semakin kecil jika kon-
sumsi sumberdaya per kapita makin besar. Demikian pula halnya
dengan demand sumberdaya, makin besar konsumsi per kapita akan
makin besar demand sumberdayanya. Jika dibarengi dengan makin
besarnya jumlah populasi, demand sumberdaya akan meningkat lebih
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besar. Dengan adanya peningkatan demand dan pada kondisi supply
tetap, daya dukung sumberdaya air dan lahan akan mencapai titik
optimal dan kemudian terlampaui.

Daya dukung lingkungan memiliki sifat tidak tetap dan dinamis yang
bergantung pada teknologi, preferensi dan struktur produksi dan
konsumsi (Arrow, 1995). Berdasarkan hal tersebut, variabel supply
yaitu Y1, Y3, dan Ys akan bergeser menjadi Y1, Y3’ ,dan Ys' yang
memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil bergantung pada teknologi,
preferensi dan struktur konsumsi dan produktifitas sumberdaya.
Demikian pula halnya dengan varia-bel demand yaitu Y, Y3, dan Y4
akan bergeser menjadi Y2/, Y4, dan Y5'.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor dinamika manu-
sia adalah faktor utama yang menentukan apakah tujuan pem-
bangunan berkelanjutan dapat dicapai atau tidak. Dinamika manusia
diharapkan bergerak menuju pada kualitas manusia yang mampu
menciptakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan lingkungan
sekaligus mampu menghemat penggunaan sumberdaya. Artinya,
terjadi peningkatan kualitas manusia yang lebih baik yaitu manusia
yang memiliki kemampuan mengoptimalkan produktifitas supply
untuk dapat memenuhi demand tanpa mengurangi kualitas manfaat
yang diperoleh bagi kesejahteraan manusia. Pada akhirnya dinamika
manusia inilah yang akan menentukan kapan daya dukung lingkung-
an akan terlampaui.

Secara skematik, uraian tentang pergeseran nilai demand dan supply
sumberdaya dapat diilustrasikan pada Gambar 3.3.2.3. Gambar terse-
but memberi ilustrasi tentang pengaruh intervensi terhadap nilai
supply dan demand sumberdaya. Daya dukung lingkungan pada kon-
disi awal sebelum adanya intervensi apapun akan terlampaui pada
waktu tsp. Apabila intervensi dilakukan hanya pada aspek supply
sumberdaya, daya dukung lingkungan akan terlampaui pada tsp.
Apabila intervensi dilakukan hanya pada aspek demand, daya du-
kung lingkungan akan terlampaui pada tsp. Sementara itu apabila
dilakukan intervensi untuk menambah nilai supply sekaligus mengu-
rangi demand, daya dukung lingkungan akan terlampaui pada tsp.
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)
A demand
Sl
D' - .- .- .. ‘
P
A supply g tso
D
- - - -
e Supply Awal (S)
= == = Sypply dengan intervensi teknologi (S')
e Demand Awal (D)
= == = Demand dengan intervensi teknologi dan/atau penurunan konsumsi per kapita(D")

Sumber: Analisa Penulis, 2009
Gambar 3.3.2.3
Skema Pergeseran Nilai Supply dan Demand

Model daya dukung lingkungan yang dapat diterapkan untuk mengi-
dentifikasi daya dukung lingkungan suatu kota dapat dilihat pada
Gambar 3.3.2.4. Model daya dukung lingkungan kota tersebut di-
bangun sesuai dengan karakteristik lingkungan kota dan dengan
menggunakan pendekatan supply demand sumberdaya. Model ini
mampu memperbandingkan ketersediaan (supply) maupun kebutuh-
an (demand) sumberdaya secara kuantitatif dan kualitatif, mempertim-
bangkan karakteristik modal komunitas dan mempertimbangkan
fungsi dan peranan kota.
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Gambar 3.3.2.4

Model Daya Dukung Lingkungan Kota

Keterangan gambar:

X11

X12

X31

Xa1

X13
X1
Xa21
Xs1

X32

=ketersediaan air permukaan adalah debit andalan sungai yang
potensial sebagai sumber air baku (m3/detik)

=ketersediaan air tanah adalah laju resapan air hujan pada area tersebut
(m3/ detik)

=Kebutuhan air non-domestik yang dipengaruhi oleh jenis bangunan
kota, kapasitas/ukuran masing-masing jenis bangunan, jumlah setiap
jenis bangunan dan kebutuhan sumberdaya air per jenis kegiatan per
unit (m3/ detik)

=Kebutuhan air domestik yang dipengaruhi jumlah penduduk dan
kebutuhan sumberdaya air per kapita (m3/detik)

=Kandungan limbah yang dapat ditampung sungai (mg/liter)

=Debit limbah non-domestik (liter/detik)

=Debit limbah domestic (liter/ detik)

=Beban limbah cair non-domestik yang dipengaruhi jenis bangunan
yang membuang limbah cair, kapasitas/ukuran masing-masing jenis
bangunan, jumlah setiap jenis bangunan, besarnya beban limbah cair
yang dibuang per jenis dan kapasitas kegiatan (liter/detik)

=Beban limbah cair akibat sampah tidak tertangani yang dipengaruhi
oleh kemampuan kota dalam pengelolaan sampah (liter/ detik)
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X#1 =Beban limbah cair domestik yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk
dan beban limbah cair per kapita (liter/detik).

X1 =luas kawasan lindung yaitu kawasan tidak layak secara geomorforlogi
dan kawasan tidak layak karena kebijakan kawasan lindung (hektar)

X3 =kebutuhan lahan untuk kegiatan sosial ekonomi kota (hektar)

Xs3 =kebutuhan lahan untuk permukiman termasuk fasilitas umum
(hektar)

Untuk menuju kota yang berkelanjutan, maka hasil identifikasi status
daya dukung dapat menjadi dasar untuk penyusunan rencana pem-
bangunan kota. Dengan model tersebut dapat diketahui apakah kon-
disi daya dukung lingkungan sudah terlampaui atau belum, atau
apabila diketahui daya dukung lingkungan belum terlampaui, model
tersebut dapat digunakan untuk memproyeksi kapan daya dukung
lingkungan akan terlampaui. Untuk menuju kepada kondisi keberlan-
jutan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan nilai supply dan
sebaliknya menurunkan nilai demand. Sebagai gambaran, alternatif
intervensi terhadap kondisi daya dukung lingkungan antara lain:

1. Upaya Pengendalian demand sumberdaya
Aspek demand sumberdaya dipengaruhi oleh modal manusia dan
modal sosial publik. Modal manusia dan sosial publik yang mem-
pengaruhi demand sumberdaya adalah:

a. Jumlah Penduduk dalam jiwa. Makin besar jumlah penduduk
akan makin besar sumberdaya yang dibutuhkan.

b. Perilaku dan aktivitas manusia. Perilaku dan aktivitas manusia
akan mempengaruhi kebutuhan sumberdaya per kapita yang
antara lain mencakup kebutuhan air per kapita; kandungan
BOD limbah cair; volume sampah yang ditimbulkan per kapita
dalam liter/jiwa/hari; Karakteristik sampah (berat BOD/
volume sampah) dan kebutuhan lahan per kapita.

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi demand terse-
but, upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kota berkelanjutan
adalah memprioritaskan peningkatan kualitas manusia menuju
tercapainya kualitas manusia yang ramah lingkungan. Dalam hal
ini adalah manusia yang hemat dan bijaksana dalam penggunaan
sumberdaya alam yang terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi
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juga dimungkinkan untuk mengurangi demand. Kebutuhan air dan
lahan per kapita dapat dikurangi dengan pemilihan preferensi
kegiatan yang hemat sumberdaya. Penggunaan sistem daur ulang
limbah cair dan pemasangan IPAL selain dapat mengurangi
kebutuhan air per kapita juga akan mengurangi beban limbah cair
yang dibuang ke sungai.

2. Upaya Peningkatan supply sumberdaya
Aspek supply sumberdaya alam dapat ditingkatkan dengan mela-
kukan intervensi teknologi atau finansial. Upaya ini sangat ber-
gantung pada modal sosial pemerintahan yang dimiliki kota
untuk menyediakan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
Beberapa upaya peningkatan supply yang dapat dilakukan antara
lain:

a) Kekurangan sumberdaya air secara kuantitas dapat diatasi
dengan pemanfaatan secara optimal potensi atau penambahan
pasokan air dari luar wilayah.

b) Perbaikan kualitas air sungai dapat dilakukan dengan penge-
lolaan DAS secara terpadu dan peningkatan kapasitas asimilasi
sungai.

c) Keterbatasan lahan di kota untuk menampung pertumbuhan
aktivitas kota dapat diatasi dengan pembangunan bangunan
secara vertikal sejalan dengan pengembangan RTH secara ver-
tikal juga seperti greenwall dan/atau roof garden.

d) Perbaikan kualitas kawasan lindung dapat dilakukan dengan
melakukan revitalisasi pada kawasan lindung dengan pemili-
han dan penataan tanaman yang lebih berfungsi ekologis serta
pemenuhan luasan kawasan lindung yang seharusnya tersedia.

e) Perbaikan kualitas kawasan budidaya dapat dilakukan dengan
penyediaan prasarana dan sarana kota yang layak minimal
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat.

Indikator kualitas kawasan lindung:

Dalam model ini, kualitas kawasan lindung di perkotaan dapat
dikatakan baik apabila memiliki daya resap air tinggi serta tidak
dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dengan bangunan permanen.

11
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Daya resap air dapat diperkirakan dengan didasarkan pada nilai
faktor tanaman (C) dari USDA (Tabel 3.3.2.1).

Tabel 3.3.2.1
Nilai Faktor Tanaman (C)

% TANAMAN PENUTUP
0% 20% 40% 60% 80% 95-100%

o 0% 0,45 0.20 010 0,042 0,013 0,003
0 45 0,20 15 /ﬁ 1043 1011

250 0,39 0,18 0,09 0,039 0,013 0,003
39 22 14 0,054 0042 1011

75% 0,39 0,16 0,08 0,38 0,012 0,005
/aﬁ 19 13 0,08 0,04 1011

100% 0,27 010 0,08 0,035 0,012 0,003
32 18 0,12 0,08 0,04 1011

Sumber:Marsh, 1998

<P OoZen

Keterangan:

' 1: tanaman penutup tanah berupa rumput
2: tanaman penutup berupa semak

Angka dicetak miring pada tabel di atas adalah angka C < nilai rata-
rata yang artinya kualitas kawasan lindung BURUK karena memiliki
daya serap air hujan rendah.

Indikator kualitas kawasan Budidaya:
Indikator kualitas kawasan budidaya (Ys) disusun berdasarkan indi-
kator Sustainable Development Index.

Tabel 3.3.2.2
Indikator dan Nilai Ambang Batas Kualitas Kawasan Budidaya
Sub Indikator Nilai Ambang Satuan Keterangan
Batas
Indikator: Kualitas Fisik Lingkungan Alam

Tingkat polusi udara Peraturan Pemerintah No.
a. SO2 365 Mg/Nm? 41 tahun 1999 tentang
b. NO: 150 Mg/Nm? Pengendalian
c. CO 10000 Mg/Nm? Pencemaran Udara
d. HC 160 Mg/Nm?
e. Debu 230 Mg/Nm?
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Sub Indikator Nilai Ambang Satuan Keterangan
Batas
f. COx - ppm
Tingkat Kebisingan 55 dBA Kep Men Neg LH No.
48/1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan

Kejadian banjir

Dua kali setiap
periode 5 tahun

Kondisi Air Tanah

Kondisi Aman

Peta kondisi air tanah

Proporsi Kawasan
Lindung / RTH
Publik

>20% luas lahan

UU No 26/2007 tentang
Penataan Ruang

Indikator: Kualitas Fisik Lingkungan Buatan

Luasan Perumahan Luasan Hektar Perumahan teratur
Teratur Perumahan biasanya memiliki

teratur > Luasan kualitas lingkungan

Perumahan buatan lebih baik dan

tidak teratur lengkap
Ketersediaan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
jaringan air bersih terlayani = 55% (KepMen Kimpraswil

534/KPTS/M /2001)

Ketersediaan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
jaringan terlayani > 80% (KepMen Kimpraswil
pembuangan air 534/KPTS/M/2001)

limbah domestik

Ruang Terbuka 30% luas area Undang-undang RI No
Hijau 26/2007 tentang Penataan
Ruang
Persampahan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
terlayani > 80% (KepMen Kimpraswil
534/KPTS/M/2001)
Indikator: Kualitas Lingkungan Sosial
Kepadatan =200 jiwa/ha
penduduk
Tingkat kriminalitas: Per 100.000 | Prescott Allen (2001)
¢ Pembunuhan/ <80 penduduk
Penganiayaan Per tahun
e Perampokan/ <40
Pencurian
e Perkosaan <20
Tingkat partisipasi >50% Sebagian besar
masyarakat masyarakat memiliki

kemauan untuk
berpartisipasi.

Indikator: Kualitas Lingkungan Manusia/ Sosekbud Masyarakat

IPM:

| IPM > 66,0

| Peringkat Pembangunan

13
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Sub Indikator Nilai Ambang Satuan Keterangan
Batas
Manusia oleh PBB
¢ Angka Harapan 270 menetapkan kategori:
Hidup a. Tinggi: IPM 2> 80,0
b. Menengah Atas: IPM
e Persentase < persentase 66,0- 79,9
Penduduk melek penduduk c. Menengah Bawah:
huruf melek huruf IPM 50,0- 65,9
nasional d. Rendah : IPM < 50,0
o Persentase < Persentase Nilai ambang batas AHH:
Penduduk Miskin penduduk Prescott Allen (2001);
miskin nasional Nasional 69,4 (BPS

Indonesia, 2007).
Persentase melek huruf
nasional 90,9% (BPS
Indonesia, 2007)
Persentase penduduk
miskin nasional 17,75%
(BPS Indonesia, 2007)

Mortalitas Bayi <45 Kematian per Prescott Allen (2001)
1000 bayi Nasional 30,8 (BPS
Indonesia, 2007)

Angka < angka Nasional 10,45% (BPS
Pengangguran pengangguran Indonesia, 2007)
nasional

Sumber: Analisa Penulis, 2009

KESIMPULAN

Daya dukung lingkungan kota dapat digunakan dalam menentukan
kebijakan pembangunan untuk menuju terwujudnya kota yang berke-
lanjutan. Identifikasi daya dukung lingkungan sebagai dasar meren-
canakan pembangunan kota perlu dilakukan secara periodik dan
mencakup aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya, karena keterse-
diaan sumberdaya untuk mendukung kehidupan harus memenuhi
kriteria kebutuhan secara kualitas.

Selain itu, daya dukung lingkungan bukan sesuatu yang bersifat statis
namun dinamis sehingga perlu selalu diupayakan agar kondisinya
tidak terlampaui. Sampai kapan pastinya daya dukung lingkungan
kota terlampaui adalah tergantung pada kemampuan teknologi dan
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finansial yang dimiliki kota, preferensi masyarakat dan pengelola
kota, serta pola konsumsi dalam penggunaan sumberdaya. Oleh
karena itu, untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan diperlu-
kan manusia yang hemat penggunaan sumberdaya sekaligus memi-
liki kemampuan inovasi untuk mengembangkan teknologi baru di
bidang pengelolaan lingkungan.
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4.2.2

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KOTA
DILANDASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Endrawati Fatimah

LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu akan
membawa konsekuensi pada makin tingginya beban yang harus di-
dukung oleh lingkungan. Munculnya berbagai permasalahan ling-
kungan di perkotaan merupakan indikasi telah terlampauinya daya
dukung lingkungannya. Seperti dikatakan oleh Rees (1990), kerusak-
an lingkungan terjadi jika beban pada lingkungan karena manusia
dan aktivitasnya melebihi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan lingkungan akibat telah terlampauinya daya dukung
lingkungan kota antara lain terjadinya masalah keterbatasan penye-
diaan prasarana dan sarana lingkungan, polusi udara dan air, menu-
runnya kualitas sumberdaya, dan [fhcana alam (Leitmann, 1999).
Permasalahan tersebut juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan perlu
terlebih dahulu diidentifikasiflya dukung lingkungan yang dimiliki
suatu kota untuk menyusun rencana tata ruang kota yang berfungsi
sebagai dasar pembangunan kota.

PENGERTIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
5

Berdasarkan Endang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung
lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung fAikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Sementara itu dalam konteks ekologi, carrying capacity (daya dukung
lingkungan) suatu ekosistem adalah ukuran/jumlah populasi atau
komunitas yang sebenarnya dapat didukung oleh ketersediaan
sumberdaya dan jasa pada ekosistem tersebut (Hart, 2006). Pengertian
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tersebut mengandung arti bahwa daya dukung lingkungan terkait
hanya pada modal alam. Menurut Salim (2006), modal alam meliputi
sumberdaya alam dan jasa ekosistem.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep carrying capacity
@B rupakan "modal” yang dimiliki suatu ekosistem yang meliputi
tidak hanya modal alam, namun juga modal manusia, modal sosial
dan modal sumberdaya buatan yang keempatnya biasa disebut
modal komunitas (Hart, 2006). Pengertian Modal komunitas adalah:

“the natural, human, social, and built capital from which a

community receives benefits afe) on which the community

relies for continued existence. All four types of capital are

necessary for communities to function. All four types of capital

need to be managed by a community. All four types of capital

need to be cared for, nurtured and improved overtimes” (Hart,

2006).
g&ngerﬁan dari modal manusia adalah kemampuan setiap individu
dalam hal ketrampilan, kesehatan fisik dan mental serta pendidikan
yang mencerminkan kualitas jasmani-rohani orang (Salim, 2006; Hart,
2006). Sedangkan modal sosial adalah hubungan yang terjadi dalam
suatu komunitas atau cara orang berinteraksi dan berhubungan
dengan orang lain dalam satu komunitas (Hart, 2006). Modal sosial
berupa modal sosial sipil dan modal sosial pemerintah. Modal sosial
sipil berwujud interaksi tingkat mikro rumah tangga/perusahaan
yang dipengaruhi nilai kepercayaan, sikap dan norma kelakuan.
Modal sosial pemerintahan berupa interaksi tingkat makro berkaitan
dengan hukum, aturan, prosedur, good governance cerminan kredi-
bilitas pemerintah (Salim, 2006). Modal manusia dan sosial akan
mempengaruhi besarnya beban terhadap lingkungan karena dapat
mempengaruhi perilaku serta pola konsumsi sumberdaya alam.

Modal lingkungan buatan merupakan hasil rekayasa manusia untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang tergantung pada teknologi yang
dimiliki serta kemampuan pemerintah dalam pengelolaan maupun
penyediaan tambahan pasokan sumberdaya alam. Modal lingkungan
buatan tflasuk infrastruktur jalan, jaringan air bersih, jaringan
drainase, sistem pengolahan limbah cair, sistem pengolahan limbah
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padat, ruang publik, ruang terbuka hijau kota, bangunan industri,
bangunan rumah dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka daya dukun@ffingkungan
hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi daya dukung
lingkungan fisik dan daya dukung lingkungan non-fisik. Daya du-
kung lingkungan fisik meliputi daya dukung air, udara dan lahan
baik alami maupun buatan. Daya dukung non-fisik atau disebut juga
daya dukung sosial mencakup aspek modal manusia dan modal
sosial. Pada lingkungan kota dimana modal alam sangat terbatas, mo-
dal manusia, sosial dan lingkP#an buatan adalah faktor yang sangat
penting dan berperan untuk menentukan daya dukung lingkungan-
nya. Secara skematik, daya dukung lingkungan dapat digambarkan
sebagai berikut:

DAY A DUKUNG
LINGKUNGAN
\J h 4
DAY A DUKUNG ¢ > DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN FISIK LINGKUNGAN SOSIAL
MODAL MODAL MODAL MANUSIA MODAL SOSIAL
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
AT AM BUATAN

Gambar 3.3.2.1
Skema Daya Dukung Lingkungan

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KAITANNYA DENGAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terdapat banyak definisi pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Sejak tahun 1979 hingga 1997, ada 57 definisi yang telah
dicetuskan para ahli (Murcott, 1997; Rogers et al, 2008). Akan tetapi,
definisi yang biasanya dikutip dalam pustaka adalahffinisi yang
dikenal sebagai Brundtland Commission’s Report. Pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) didefinisikan:
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2

"The human ability ofhumanitygensure that it meets the needs
of the present without compromising the ability of the future
generations to meet their own needs. Sustainable development is
not a fixed state of harmony, but rather a process of change in
which the exploitation of resources, the direction of investments,
the orientation of technological development and institutional
changes are made consistent with future as well present needs”
(World Commission on Environment and Development
dalam Murcott, 1997)

Sementara Hardjasoemantri (2005) mengartikan bahwa pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Penger-
tian itu mengandung arti bahwa:

1.

Untuk memenuhi kebutuhan harus ada dua kata kunci yang
menyertainya yaitu development dan sustainable. Ada tiga kategori
besar pada "sustained” yaitu alam, sistem pendukung kehidupan
dan komunitas, sedangkan yang harus di "developed” adalah
sumber daya manusia, ekonomi dan sosial (Board of Sustainable
Development, US Nation Academy of Sciences dalam Kates ef al,
905).

Konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan yaitu keseimbang-
an antara konsep kebutuhan dan keterbatasan. Konsep pemenuh-
an kebutuhan difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia, sementara konsep keterbatasan adalah ketersediaan dan
kapasitas yang dimiliki lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

Segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada
periode sekarang harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka
panjang.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh ting-
kat pemanfaatan sumberdaya, investasi pembangunan, teknologi
yang digunakan serta kapasitas institusi pengelola.

Pembangunan berkelanjutan mencakup dimensi ekonomi, lingkung-
an, dan sosial. Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan ti-
dak mungkin terlepas dari keterkaitan antar tiga pilar pembangunan
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tersebut. Keterkaitan antar ketiga pilar pembangunan tersebut dalam
konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perkembangan.
Konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini dianggap paling
tepat untuk diterapkan adalah konsep Concentric Rings seperti diilus-
trasikan pada gambar berikut ini:

Environment

Sumber: Graymore, 2005; Hart, 2006
Gambar 3.3.2.2
Konsep Pembangunan Berkelanjutan Concentric Rings

1

gﬂmep pembangunan berkelanjutan Concentric Rings menunjukkan
adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan
sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dalam kaitannya
dengan sumberdaya alam, lingkaran ekonomi dan sosial dapat dilihat
sebagai demand terhadap sumberdaya alam, dan lingkaran lingkung-
an adalah sebagai supply sumberdaya alam. Untuk mencapai keber-
lanjutan, pengembangan ekonomi dan sosial tidak boleh melampaui
batas lingkaran lingkungan tersebut. Batas area yang terbentuk oleh
lingkaran lingkungan tersebut dalam konteks pembangunan berke-
lanjutan adalah apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan.

Konsep concentric rings menunjukkan bahwa dasar dari tercapainya
sasaran pembangunan berkelanjutan adalah pemahaman tentang se-
berapa besar daya dukung lingkungan suatu wilayah. Dengan kata
lain daya dukung lingkungan dalam konsep concentric rings dipan-
dang sebagai pembatas perkembangan (Graymore, 2005; Hart, 2006;
Sustainable Development Communications Network, 2008). Oleh
karena itu, untuk merencanakan pembangunan sosial dan pem-
bangunan ekonomi pada suatu wilayah perlu dipahami terlebih
dahulu kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut.
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DAYA DUKUNG LINGKUNGAN SEBAGAI LANDASAN
PEMBANGUNAN KOTA BERKELAN]JUTAN

Salah satu model daya dukung lingkungan kota yang sudah dikem-
bangkan adalah memfokuskan pada sumberdaya lahan dan sumber-
daya air ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya.
Status daya dukung lingkungan kota dapat diilustrasikan sebagai
berikut:

Status DDL Kota = Y = f{EJ D)
f= {Yl, Yz, Y;, Y4, Ys, Yﬁ, Y7, Ys,)(].)

Keterangan:
Status DDL Kota = Status daya dukung lingkungan
S = Supply (ketersediaan) sumberdaya mencakup Yy, Ys, Ys, Y7, Ys
D = Demand (kebutuhan) sumberdaya mencakup Y2, Yi, Y.
Y; = ketersediaan jumlah sumberdaya air
Y: = kebutuhan jumlah sumber daya air
Y: = besarnvya an limbah cair yang mampu ditampung badan air
Yy = besarnya beban limbah cair yang dibuang ke badan air
Ys = ketersediaan lahan untuk pembangunan
Ys = kebutuhan lahan untuk pembangunan
Y7 = Kondisi kualitas kawasan lindung
Ys = Kondisi kualitas kawasan budidaya

Berdasarkan pada hal tersebut, nilai status daya dukung lingkungan

adalah:

S = D= Daya dukung lingkungan belum terlampaui yaitu jika Yi1=Y>,
Y32Ys, Ys2Ys, Ys2kriteria kualitas kawasan lindung, dan
Yg=kriteria kualitas kawasan budidaya

S <D = Daya dukung lingkungan terlampaui yaitu jika Y1<Y>, Y3<Yy,
Y5<Ys, Yr<kriteria kualitas kawasan lindung, dan Yg<kriteria
kualitas kawasan budidaya

Pada kondisi supply diasumsikan tetap, jumlah populasi yang mampu
didukung (daya dukung lingkungan) akan semakin kecil jika kon-
sumsi sumberdaya per kapita makin besar. Demikian pula halnya
dengan demand sumberdaya, makin besar konsumsi per kapita akan
makin besar demand sumberdayanya. Jika dibarengi dengan makin
besarnya jumlah populasi, demand sumberdaya akan meningkat lebih
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besar. Dengan adanya peningkatan demand dan pada kondisi supply
tetap, daya dukung sumberdaya air dan lahan akan mencapai titik
optimal dan kemudian terlampaui.

Daya dukung lingkungan memiliki sifat tidak tetap dan dinamis yang
bergantung pada teknologi, preferensi dan struktur produksi dan
konsumsi (Arrow, 1995). Berdasarkan hal tersebut, variabel sEEply
yaitu Yy, Ys;, dan Ys akan bergeser menjadi Yy, Y5 ,dan Y5 yang
memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil bergantung pada teknologi,
preferensi dan struktur konsumsi dan produktifitas sumberdaya.
Demikian pula halnya dengan varia-bel demand yaitu Yz, Y5, dan Yy
akan bergeser menjadi Y>', Yy, dan Y5'.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor dinamika manu-
sia adalah faktor utama yang menentukan apakah tujuan pem-
bangunan berkelanjutan dapat dicapai atau tidak. Dinamika manusia
diharapkan bergerak menuju pada kualitas manusia yang mampu
menciptakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan lingkungan
sekaligus mampu menghemat penggunaan sumberdaya. Artinya,
terjadi peningkatan kualitas manusia yang lebih baik yaitu manusia
yang memiliki kemampuan mengoptimalkan produktifitas supply
untuk dapat memenuhi demand tanpa mengurangi kualitas manfaat
yang diperoleh bagi kesejahteraan manusia. Pada akhirnya dinamika
manusia inilah yang akan menentukan kapan daya dukung lingkung-
an akan terlampaui.

Secara skematik, uraian tentang pergeseran nilai demand dan supply
sumberdaya dapat diilustrasikan pada Gambar 3.3.2.3. Gambar terse-
but memberi ilustrasi tentang pengaruh intervensi terhadap nilai
supply dan demand sumberdaya. Daya dukung lingkungan pada kon-
disi awal sebelum adanya intervensi apapun akan terlampaui pada
waktu tsp. Apabila intervensi dilakukan hanya pada aspek supply
sumberdaya, daya dukung lingkungan akan terlampaui pada tsp.
Apabila intervensi dilakukan hanya pada aspek demand, daya du-
kung lingkungan akan terlampaui pada tsp. Sementara itu apabila
dilakukan intervensi untuk menambah nilai supply sekaligus mengu-
rangi demand, daya dukung lingkungan akan terlampaui pada tsp.
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tso

s Supply Awal (S)

= = = Supply dengan intervensi teknologi (S

e Demand Awal (D)

= = = Demand dengan intervensi teknologi dan/atau penurunan konsumsi per kapita(D')

Sunther: Analisa Penulis, 2009

Gambar 3.3.2.3
Skema Pergeseran Nilai Supply dan Demand

Model daya dukung lingkungan yang dapat ditera@fifin untuk mengi-
dentifikasi daya dukung lingkungan suatu kota dapat dilihat pada
Gambar 3.3.2.4. Model daya dukung lingkungan kota tersebut di-
bangun sesuai dengan karakteristik lingkungan kota dan dengan
menggunakan pendekatan supply demand sumberdaya. Model ini
mampu memperbandingkan ketersediaan (supply) maupun kebutuh-
an (demand) sumberdaya secara kuantitatif dan kualitatif, mempertim-
bangkan karakteristik modal komunitas dan mempertimbangkan
fungsi dan peranan kota.




Endrawati Fatimah

[ r— T ey © T : AN UNGANEOD LIMBSH DERIT LIMEAH DOMESTIE
! AIRTANAH DESIT AHOALAN AIR : i
i | POTENSIAL (X.J PERMUMARNOL i : wawm:nrrwummg In.m HEH MMESTH
! | I .
: : ! EESARNYAZEEAN LIMEAH CAIR TANG
i I— KETEREEDIAANAIR ; ; DAPAT DITAMPURG
0y = Myl : ' 'y = DEBIT LIMBAH x ., )
KERLT LHAN AR, AYA DUKUNG KUANTITAS || : PRI AT 7ty | BESARMYARERAN LMBAH |
[ Koot AlR [ [ AR CARLYANG DIBUSNGKE |
! ¥a<¥a TERLAMPALI ¥3<¥y TERLAMPALL I § BUNGA
| 2272 BELLIM TERLAMPALI ¥ 3 BELUM [ o= [ e Mg M
' TERLAMP ALY L T
: KEBUTUHAN AIR HOH 1T
|| HEBUTUHAMAIR BERAN
|| DoMESTINGE) | | POMESTRCEGY F : AERAN LIMRAH SAMPAHTIDAK
N Y DavA DUKUNG | AR D OMESTIK TERTANGAN (ay
ettt ettt tteteiete ettt eteleleetete LR LINGEUNGAN B R
[CaranTEREANGUN | [ AHANT ERBANGUN : EERAN LMEAHCAIR KON I
|| UNTUKKESIATAN | | UNTUK FERLMBHANE. : DOMESTIK Py !
| ExcHoM BARAMA PRASHRANA | e~
| | ANTIT. 1 EONDISIFISIEAWASAN
KEBLUTUHANLAHAN ﬂw‘s r;f‘w_m l D AYA DUKUNG BLIDICan [} |
[ By + X WonE BEL UM E KUALITAS LAHAN |
TERLAMPALN .
| LA A AN LMD KIUALITAS EAWASAN BLDIDAYA
KETERSED LASH LAHAN ! | T ndibentor = losabtas ik Y irdibeator= knaditabak
: [ 4, = onstants lnching = Luss Lahan ) maka ¥ = Leas Lahan - 214) ] o indibetar = bt bk T = indiator = kusbes bank
1| hba Eyebandanta indeng xluas Labas | maks Y= onstemta bndurg) Leas lihan] | 1 T

: | W ONDIE SOAEAN HONDES] DAY DUKLING BOS1AL
| [Lussmamnsanunoungprg | | TOTAL LIS ARER 1 LINDUNG [17) (L] i

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Analisa Penulis, 2009

Gambar 3.3.2.4
Model Daya Dukung Lingkungan Kota

Keterangan gambar:

Xn =ketersediaan air permukaan adalah debit andalan sungai yang
potensial sebagai sumber air baku (m*/detik)

X1z =ketersediaan air tanah adalah laju resapan air hujan pada area tersebut
(m?*/ detik)

Xz =Kebutuhan air non-domestik vang dipengaruhi oleh jenis bangunan
kota, kapasitas/ukuran masing-masing jenis bangunan, jumlah setiap
jenis bangunan dan kebutuhan sumberdaya air per jenis kegiatan per
unit (m*/ detik)

Xy =Kebutuhan air domestik yang dipengaruhi jumlah penduduk dan
kebutuhan sumberdaya air per kapita (m*/ detik)

X1z =Kandungan limbah yang dapat ditampung sungai (mg/ liter)

Xa21 =Debit limbah non-domestik (liter /detik)

X421 =Debit limbah domestic (liter/ detik)

Xa1 =Beban limbah cair non-domestik yang dipengaruhi jenis bangunan
vang membuang limbah cair, kapasitas/ukuran masing-masing jenis
bangunan, jumlah setiap jenis bangunan, besarnya beban limbah cair
vang dibuang per jenis dan kapasitas kegiatan (liter / detik)

Xz =Beban limbah cair akibat sampah tidak tertangani vang dipengaruhi
oleh kemampuan kota dalam pengelolaan sampah (liter / detik)
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Xa

K14

Moy
Xas

= Beban limbah cair domestik yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk
dan beban limbah cair per kapita (liter / detik).

= luas kawasan lindung vaitu kawasan tidak layak secara geomorforlogi
dan kawasan tidak layak karena kebijakan kawasan lindung (hektar)

= kebutuhan lahan untuk kegiatan sosial ekonomi kota (hektar)

= kebutuhan lahan untuk permukiman termasuk fasilitas umum
(hektar)

Untuk menuju kota yang berkelanjutan, maka hasil identifikasi status
daya dukung dapat menjadi dasar untuk penyusunan rencana pem-
bangunan kota. Dengan model tersebut dapat diketahui apakah kon-
disi daya dukung lingkungan sudah terlampaui atau belum, atau
apabila diketahui daya dukung lingkungan belum terlampaui, model
tersebut dapat digunakan untuk memproyeksi kapan daya dukung
lingkungan akan terlampaui. Untuk menuju kepada kondisi keberlan-
jutan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan nilai supply dan
sebaliknya menurunkan nilai demand. Sebagai gambaran, alternatif
intervensi terhadap kondisi daya dukung lingkungan antara lain:

1.

Upaya Pengendalian demand sumberdaya

Aspek demand sumberdaya dipengaruhi oleh modal manusia dan
modal sosial publik. Modal manusia dan sosial publik yang mem-
pengaruhi demand sumberdaya adalah:

a. Jumlah Penduduk dalam jiwa. Makin besar jumlah penduduk
akan makin besar sumberdaya yang dibutuhkan.

b. Perilaku dan aktivitas manusia. Perilaku dan aktivitas manusia

akan mempengaruhi kebutuhan sumberdaya per kapita yang
antara lain mencakup kebutuhan air per kapita; kandungan
BOD limbah cair; volume sampah yang ditimbulkan per kapita
dalam liter/jiwa/hari; Karakteristk sampah (berat BOD/

volume sampah) dan kebutuhan lahan per kapita.

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi demand terse-
but, upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kota berkelanjutan
adalah memprioritaskan peningkatan kualitas manusia menuju
tercapainya kualitas manusia yang ramah lingkungan. Dalam hal
ini adalah manusia yang hemat dan bijaksana dalam penggunaan
sumberdaya alam yang terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi
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juga dimungkinkan untuk mengurangi demand. Kebutuhan air dan
lahan per kapita dapat dikurangi dengan pemilihan preferensi
kegiatan yang hemat sumberdaya. Penggunaan sistem daur ulang
limbah cair dan pemasangan IPSE) selain dapat mengurangi
kebutuhan air per kapita juga akan mengurangi beban limbah cair
yang dibuang ke sungai.

2. Upaya Peningkatan supply sumberdaya
Aspek supply sumberdaya alam dapat ditingkatkan dengan mela-
kukan intervensi teknologi atau finansial. Upaya ini sangat ber-
gantung pada modal sosial pemerintahan yang dimiliki kota
untuk menyediakan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.
Beberapa upaya peningkatan supply yang dapat dilakukan antara
lain:

a) Kekurangan sumberdaya air secara kuantitas dapat diatasi
dengan pemanfaatan secara optimal potensi atau penambahan
pasokan air dari luar wilayah.

b) Perbaikan kualitas air sungai dapat dilakukan dengan penge-
lolaan DAS secara terpadu dan peningkatan kapasitas asimilasi
sungai.

¢) Keterbatasan lahan di kota untuk menampung pertumbuhan
aktivitas kota dapat diatasi dengan pembangunan bangunan
secara vertikal sejalan dengan pengembangan RTH secara ver-
tikal juga seperti greenwall dan/atau roof garden.

d) Perbaikan kualitas kawasan lindung dapat dilakukan dengan
melakukan revitalisasi pada kawasan lindung dengan pemili-
han dan penataan tanaman yang lebih berfungsi ekologis serta
pemenuhan luasan kawasan lindung yang seharusnya tersedia.

e) Perbaikan kualitas kawasan budidaya dapat dilakukan dengan
EShyediaan prasarana dan sarana kota yang layak minimal
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat.

Indikator kualitas kawasan lindung;:

Dalam model ini, kualitas kawasan lindung di perkotaan dapat
dikatakan baik apabila memiliki daya resap air tinggi serta tidak
dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dengan bangunan permanen.

11
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Daya resap air dapat diperkirakan dengan didasarkan pada nilai
faktor tanaman (C) dari USDA (Tabel 3.3.2.1).

Tabel 3.3.2.1
Nilai Faktor Tanaman (C)

% TANAMAN PENUTUP

0% 20% 40% 60% 80% 95-100%
0. 0% 0,45 0.20 210 .042 TE] - 0.003
7 45 0,20 /ﬁ /aﬁ 1043 1011
c o 25% 0,39 0,18 0,09 0,039 0,013 3,003
A 39 22 /a{ 4,089 042 011
T 039 10,16 0,08 0,38 0,017 0,003
0 =2 /ﬁﬁ 13 0,08 0.04 1011
P I
v 100% 0,27 0.10 0.0 0,035 0.012 0,003

' /erf 18 0,12 0,08 0,04 1011

Sumber:Marsh, 1998

Keterangan:

1 ~11: tanaman penutup tanah berupa rumput
¢ ]2: tanaman penutup berupa semak

Angka dicetak miring pada tabel di atas adalah angka C < nilai rata-
rata yang artinya kualitas kawasan lindung BURUK karena memiliki
daya serap air hujan rendah.

Indikator kualitas kawasan Budidaya:

Indikator kualitas kawasan budidaya (Ys) disusun berdasarkan indi-
kator Sustainable Development Index.

Tabel 3.3.2.2
Indikator dan Nilai Ambang Batas Kualitas Kawasan Budidaya
Sub Indikator Nm;i:sbmg Satuan Keterangan
Indikator: Kualitas Fisik Lingkunganm

Tingkat polusi udara Peraturan Pemerintah No.
a. S0z 365 Mg/Nm?’ 41 tahun 1999 tentang
b. NO: 150 Mg/ Nm? Pengendalian
c. CO 10000 Mg/ Nm? Pencemaran Udara
d. HC 160 Mg/ Nm?
e. Debu 230 Mg/ Nm?
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Sub Indikator NI Satuan Keterangan
Batas
f. C0Os - ppm
Tingkat Kebisingan 55 dBA Kep Men Neg LH No.
48 /1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan
Kejadian banjir Dua kali setiap

periode 5 tahun

Kondisi Air Tanah

Kondisi Aman

Peta kondisi air tanah

Proporsi Kawasan
Lindung / RTH
Publik

2 20% luas lahan

UU No 26/2007 tentang
Penataan Ruang

Indikator: Kualitas Fisik Lingkungan Buatan
Luasan Perumahan Luasan Hektar Perumahan teratur
Teratur Perumahan biasanya memiliki
teratur > Luasan kualitaslingkungan
Perumahan buatan lebih baik dan
tidak teratur lengkap
Ketersediaan Penduduk Pedoman Penentuan SPM

jaringan air bersih

terlayani = 55%

(KepMen Kimpraswil
534/KPTS/M,/2001)

Ketersediaan
jaringan
pembuangan air
limbah domestik

Penduduk
terlayani = 80%

Pedoman Penentuan SPM
(KepMen Kimpraswil
534/KPTS/M,/2001)

Ruang Terbuka 30% luas area Undang-undang RI No
Hijau 26/2007 tentang Penataan
Ruang
Persampahan Penduduk Pedoman Penentuan SPM
terlayani = 80% (KepMen Kimpraswil
534/KPTS/M,/2001)
Indikator: Kualitas Lingkungan Sosial
Kepadatan = 200 jiwa/ ha
penduduk
Tingkat kriminalitas: Per 100.000 | Prescott Allen (2001)
* Pembunuhan / =80 penduduk
Penganiayaan Per tahun
» Perampokan, =40
Pencurian
¢ Perkosaan =20
Tingkat partisipasi = 50% Sebagian besar

masyarakat

masyarakat memiliki
kemauan untuk
berpartisipasi.

Indikator: Kualitas Lingkungan Manusia/ Sosekbud Masyarakat

1M

IPM = 66,0

| Peringkat Pembangunan
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Nilai Ambang

Sub Indikator Batas Satuan Keterangan
Manusia oleh PBB
» Angka Harapan 270 enetapkan kategori:

Hidup

a. Tinggi:IPM =800
b. Menengah Atas: IPM

* Persentase < persentase 66,0-79.9
Penduduk melek penduduk C. Menena Bawah:
huruf melek huruf IPM 50,0-659

nasional d. Rendah : IPM < 50,0

» Persentase
Penduduk Miskin

< Persentase
penduduk
miskin nasional

Nilai ambang batas AHH:
Prescott Allen (2001);
MNasional 69 4 (BI'S

Indonesia, 2007).
Persentase melek huruf
nasional 90,9% (BPS
Indonesia, 2007)
Persentase penduduk
miskin nasional 17,75%
(BPS Indonesia, 2007)

Mortalitas Bayi Kematian per| Prescott Allen (2001)
1000 bayi Masional 30,8 (BI'S

Indonesia, 2007)

Angka
Pengangguran

< angka
pengangguran
nasional

Nasional 10,45% (BPS
Indonesia, 2007)

Sumber: Analisa Penulis, 2009

KESIMPULAN

Daya dukung lingkungan kota dapat digunakan dalam menentukan
kebijakan pembangunan untuk menuju terwujudnya kota yang berke-
lanjutan. Identifikasi daya dukung lingkungan sebagai dasar meren-
canakan pembangunan kota perlu dilakukan secara periodik dan
mencakup aspek kuantitas dan kualitas sumberdaya, karena keterse-
diaan sumberdaya untuk mendukung kehidupan harus memenuhi
kriteria kebutuhan secara kualitas.

Selain itu, daya dukung lingkungan bukan sesuatu yang bersifat statis
namun dinamis sehingga perlu selalu diupayakan agar kondisinya
tidak terlampaui. Sampai kapan pastinya daya dukung lingkungan
kota terlampaui adalah tergantung pada kemampuan teknologi dan
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finansial yang dimiliki kota, preferensi masyarakat dan pengelola
kota, serta pola konsumsi dalam penggunaan sumberdaya. Oleh
karena itu, untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan diperlu-
kan manusia yang hemat penggunaan sumberdaya sekaligus memi-
liki kemampuan inovasi untuk mengembangkan teknologi baru di
bidang pengelolaan lingkungan.
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